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BAB 1V

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian
a. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa
1. Visi dan Misi Pendidikan Kabupaten Sumbawa

Yaitu “ mewujudkan sumber daya manusia Kabupaten Sumbawa yang
bermutu, religius dan menguasai IPTEK serta memiliki daya saing”. Rumusan
visi tersebut mengandung makna yang dalam tentang tanggung jawab Dinas
Pendidikan Nasional terhadap upaya menciptakan suatu kondisi sumber daya
manusia Kabupaten Sumbawa yang bermutu melalui peningkatan mutu
pendidikan bagi “Tau Samawa” dan dapat menguasai ilmu pengetahuan dan
teknologi yang terus berkembang agar dapat bersaing dalam era globalisasi
dengan tetap mempertahankan nilai-nilai religius yang telah dimilikinya sejak
dulu.

Visi pendidikan Kabupaten Sumbawa tersebut sejalan dengan visi
Samawa Mampis Rungan” , ( RPJM Kabupaten Sumbawa Tahun 2010-2015)
yang diwujudkan dengan membangun Kabupaten Sumbawa melalui upaya :
MAMPIS: Makmur, Aman, Mandiri, Partisipatif, Inovatif, dan sehat dengan
bersendikan semangat RUNGAN : Religius, Ulet, Unggul, Gotong royong,
Akuntabel, dan Transparan.

Untuk mencapai visi tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumbawa

menetapkan tiga misi sejalan dengan misi keempat yang tertuang dalam RPJMD
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Kabupaten Sumbawa tahun 2010-2015 yaitu mengembangkan budaya inovatif
yang diupayakan melalui pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas.
Adapun tiga misi tersebut adalah :
a. Menjamin dan meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan usia
dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
b. Meningkatkan standar layanan pendidikan menuju Standar Nasional
Pendidikan melalui pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
c. Meningkatkan kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan

kejuruan dengan kebutuhan pembangunan daerah.

2. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan

Nasional Kabupaten Sumbawa

Untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan daerah secara struktural
maupun fungsional berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3
Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan
Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa dan dijabarkan lebih lanjut melalu
Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa. Berdasarkan
peraturan-peraturan tersebut diatas maka kelembagaan Dinas Pendidikan Nasional

secara ringkas adalah sebagaimana digambarkan berikut :

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41724.pdf
49

Gambar : 4.1
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a. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa
Susunan organisasi Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa
sebagaimana digambarkan di atas terdiri dari :
1. Unsur pimpinan adalah Kepala Dinas
2.Unsur pembantu pimpinan adalah Sekretariat, dipimpin oleh Sekretaris
dan membawahi :

a. Sub Bagian Program
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b. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Unsur Pelaksana adalah bidang yang terdiri dari :
a. Bidang Pendidikan Dasar dan Taman Kanak-Kanak dipimpin oleh Kepala
Bidang dan membawahi :
- Seksi Sarana dan Prasarana
- Seksi Manajemen Pelayanan
- Seksi Kurikulum dan Kesiswaan
b. Bidang Pendidikan Menengah, dipimpin oleh Kepala Bidang dan
membawabhi :
- Seksi Sarana dan Prasarana
- Seksi Manajemen Pelayanan
- Seksi Kurikulum dan kesiswaan
c. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, dipimpin oleh Kepala Bidang
dan membawahi :
- Seksi Pendidikan Anak Usia Dini
- Seksi Pendidikan Kesetaraan
- Seksi Pendidikan Kemasyarakatan
d. Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dipimpin
oleh Kepala Bidang dan membawahi :
- Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD/TK
- Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP.
- Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK

dan Non FormaVl/Informal.
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e. Kelompok Jabatan Fungsional
f. Unsur Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) SD
dan PAUD yang berkedudukan di Kecamatan dipimpin oleh Kepala UPT

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

b. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten
Sumbawa
Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa mempunyai tugas
membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian tugas-tugas umum
pemerintah dan pembangunan di sektor pendidikan. Sesuai Peraturan Bupati
Sumbawa Nomor 5 Tahun 2008 rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas
Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa sebagai berikut :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan
pemerintahan daerah di bidang pendidikan berdasarkan azas otonomi
dan tugas pembantuan.

2. Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan
perencanaan, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan
kepegawaian dibantu 3 sub bagian yaitu :

a. Sub Bagian Program, mempunyai tugas pokok menyusun
perencanaan program dan kegiatan dinas.

b. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas pokok melaksanakan
pengelolaan administrasi keuangan, dan

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok
melaksanakan urusan umum dan Pengelolaan administrasi

kepegawaian.
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3. Bidang Pendidikan Dasar dan Taman Kanak-Kanak, mempunyai
tugas merumuskan kurikulum dan pembinaan siswa pendidikan
dasar dan TK, manajemen pelayanan pendidikan dasar dan TK dan
dibantu oleh 3 seksi yaitu :

a. Seksi Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas pokok
melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan
dasar dan TK;

b. Seksi Manajemen Pelayanan, mempunyai tugas pokok
melaksanakan manajemen pelayanan pendidikan dasar dan TK;

c. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan, mempunyai tugas pokok
merumuskan kurikulum dan pembinaan kesiswaan pendidikan
Dasar dan TK;

4. Bidang Pendidikan Menengah mempunyai tugas pokok merumuskan
kurikulum dan melaksanakan pembinaan kesiswaan pendidikan
menengah dan sekolah luar biasa, pengelolaan sarana dan prasarana
pendidikan menengah dan sekolah luar biasa yang dibantu oleh 3
seksi :

a. Seksi Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas pokok
pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan menengah dan
sekolah luar biasa;

b. Seksi Manajemen Pelayanan, mempunyai tugas pokok
melaksanakan manajemen pelayanan pendidikan menengah dan

sekolah luar biasa;
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c. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan, mempunyai tugas pokok
merumuskan kurikulum dan pembinaan kesiswaan pendidikan
menengah dan sekolah luar biasa;

5. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, mempunyai tugas
pokok menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
Pendidikan Kesetaraan (Diktara) dan Pendidikan Kemasyarakatan
(Dikmas) yang dibantu oleh 3 Seksi yaitu :

a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, mempunyai tugas pokok
merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan
pengembangan pendidikan Anak Usia Dini;

b. Seksi Pendidikan Kesetaraan mempunyai tugas pokok
merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan
pengembangan pendidikan kesetaraan yang terdiri dari Paket A (
setara SD), Paket B ( setara SMP) dan Paket C ( setara SMA);

c. Seksi Pendidikan Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok
merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan
pengembangan  pendidikan masyarakat yang meliputi
pendidikan keaksaraan, pendidikan perempuan, peningkatan
budaya baca melalui taman bacaan masyarakat, peningkatan
mutu dan pengembangan kelembagaan kursus/ pelatihan
kecakapan hidup (PKH) dan kemitraan;

6. Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
mempunyai tugas pokok melakukan pengembangan mutu dan

kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga
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kependidikan taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan

menengah, pendidikan non formal dan informal dan dibantu oleh 3

seksi yaitu :

a. Seksi PMPTK SD/TK mempunyai tugas pokok melakukan
pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan
pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan taman kanak-
kanan dan sekolah dasar;

b. Seksi PMPTK SMP mempunyai tugas pokok melakukan
pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan
pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah
menengah pertama,

c. Seksi PMPTK SMA/ SMK/Pendidikan Non Formal/Informal
mempunyai tugas pokok melakukan pengembangan mutu dan
kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan
tenaga kependidikan SMA/SMK?pendidikan Nonformal dan
Informal;

7. Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Nasional Kecamatan mempunyai
tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pelayanan administrasi

pendidikan sekolah dasar dan pendidikan anak usia dini.

c. Program dan Kegiatan Pokok Dinas Pendidikan Kabupaten Sumbawa
1. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Program ini dilaksanakan melalui jalur formal dan non formal. Jalur
formal diselenggarakan di Taman Kanak-Kanak atau Raudatul Athfal (RA)

sedangkan non formal diselenggarakan melalui satuan PAUD, Taman Penitipan
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Anak (TPA), Kelompok Bermain ( play group) dan PAUD sejenis lainnya.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan meliputi:
1). Penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini

2). Pengembangan pendidikan Anak Usia Dini

2. Program Pendidikan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun,
program tersebut dititikberatkan pada :
1). Penambahan ruang kelas sekolah SD/SMP
2). Penyediaan beasiswa bagi siswa dari keluarga tidak mampu
3). Monitoring pelaksanaan PSB SD dan SMP
4). Penyelenggaraan Paket A setara SD
5). Penyelenggaraan Paket B setara SMP
6). Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas, paving blok dan pagar
7).  Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
8). Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi
9). Pengadaan meubeuler sekolah
10). Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
11). Penyediaan biaya operasional sekolah (BOS) TK, SD dan SMP
12). Pelaksanaan ujian sekolah dan nasional SD
13). Pelaksanaan ujian sekolah SMP
14). Olimpiade sains nasional pendidikan dasar

15). Olimpiade olahraga siswa nasional pendidikan dasar

3. Program Pendidikan Menengah

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi :
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1). Penyelenggaraan Kegiatan PSB SMA/SMK Negeri dan Swasta

2). Pembangunan gedung sekolah SMA/SMK

3). Penyediaan beasiswa bagi siswa dari keluarga tidak mampu

4). Penyelenggaraan Paket C setara SMA

5). Penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional/ Keaksaraan Usaha
Mandiri

6). Pembangunan/rehabilitasi rumah dinas kepsek, guru, penjaga
sekolah dan pagar

7). Pembangunan jaringan instalasi listrik  sekolah  dan
perlengkapannya

8). Pengadaan meubeuler sekolah

9). Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah

10). Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah

11). Penyediaan biaya operasional manajemen mutu SMA, SMK dan
SLB

12). Pelaksanaan ujian nasional dan ujian sekolah SMA/MA dan SMK

13). Lomba ketrampilan siswa SMK

14). Lomba cerdas cermat UUD NKRI 1945 SMA dan SMK

15). Olimpiade olahraga siswa nasional SMA

16). Lomba debat bahasa Inggris tingkat SMA

17). Pembinaan minat bakat dan kreatifitas siswa

4. Program Pendidikan Non Formal
Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi :

1). Pengembangan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
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2). Pembinaan LKP dan PKBM

3). Penyelenggaraan akreditasi pendidikan non formal

5. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
program ini bertujuan untuk :
1). Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga
kependidikan
2). Meningkatkan standar layanan PAUD
3). Meningkatkan standar layanan satuan pendidikan dasar.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi :
1). Lomba gugus jenjang TK
2). Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi
3). Pelaksanaan sertifikasi pendidik
4). Lomba gugus jenjang SD
5). Penilaian kinerja guru bagi kepala sekolah SD, SMP dan SMA
6). Penyediaan biaya operasional sekolah (BOS) TK, SD dan SMP

7). Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi

b. Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan
Kabupaten Sumbawa
Sumber daya manusia Dinas Pendidikan Kabupaten Sumbawa di luar tenaga
pendidik dan kependidikan berdasarkan data DUK 2010, adalah sebanyak 69
orang dengan rincian berdasarkan pendidikan terakhir sebagaimana pada gambar

berikut :
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SDM Dinas Diknas

sD Berdasarkan Tingkat Pendidikan
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Gambar 4.2

Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa

Gambar diatas menunjukkan bahwa 45,45% pegawai Dinas Pendidikan
berpendidikan S1 sedangan D3 dan SMA berjumlah 40,91%, sementara yang
berpendidikan Pasca Sarjana sejumlah 10,61 %. Dari komposisi Sumber Daya
Manusia tersebut diatas telah sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Jika dilihat berdasarkan pendidikan latihan (Diklat) yang pernah ditempuh,
maka terlihat bahwa diklat teknis dan fungsional yang dimiliki oleh Pegawai
Negeri Sipil Dinas Pendidikan Nasional adalah Diklat penjenjangan struktural
(Diklatpim II, III, Spama dan Adum) sebanyak 16 orang atau 24%. Dari hasil
observasi lapangan ditemui bahwa dari sejumlah PNS yang ada, terutama staf
yang merupakan pelaksana dari program-program dinas belum pernah mengikuti
diklat teknis dan fungsional yang menunjang pelaksanaan dan atau operasional
kegiatan dari program yang telah tersusun.

Dari komposisi pegawai berdasarkan jenjang pendidikan dan pelatihan
tersebut diatas, menunjukkan bahwa sumber daya manusia di dinas diknas masih

perlu diperkuat untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD.
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¢. Aksesibilitas Guru Terhadap Sertifikasi

Dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2005, pasal 8 mengatakan bahwa:
“Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat
jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan
pendidikan nasional”. Selanjutnya dalam pasal 11 mengatakan bahwa: “ Sertifikat
pendidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diberikan kepada guru yang telah
memenuhi persyaratan yaitu guru yang telah memenuhi kualifikasi pendidikan
minimal dan menguasai kompetensi guru.”

Berdasarkan UU nomor 14 tahun 2005, pasal 8 dan pasal 11 tersebut, bahwa
sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan yaitu
memiliki kualifikasi akademik S1/D4 dan menguasai kompetensi guru. Dengan
mengacu pada UU tersebut tidak semua guru akan bisa menerima sertifikat
pendidik, dan tentunnya tidak bisa pula menerima Tunjangan Profesi Pendidik
(TPP) sebagai konsekwensi dari profesionalismenya dalam menjalankan tugas.

Namun bila dilihat dari data guru menurut tingkat pendidikan atau
kualifikasi akademiknya, masih banyak guru yang tidak bisa akses terhadap
program sertifikasi karena masih berkualifikasi akademik dibawah syarat minimal
yang ditetapkan undang-undang seperti tersebut diatas. Berdasarkan data dari

Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa tahun 2012.
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Tabel 4.1
Kualifikasi Akademik Guru Kabupaten Sumbawa
Tahun 2012
Bim Pendidikan
No. | Jenis Guru | Jml | Sertifikasi . .
Sertifikasi | SMA [ DI | DI | DIII | D4/S1 | S2
1 Guru TK 194 80 114 145 -] 26 3 20] -
2 GuruSD | 2319 1.098 1.221 636 | - 1295] 23| 364 1
3 | GuruSMP | 822 416 406 101 341 21| 181 575 | -
Guru
4 602 280 322 1] - -1 41 550 | 10
SMA/SMK
Jumlah 3937 1.874 2.063 792 | 34| 1342 | 248 1509 | 11

Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa

Jumlah guru TK, SD, SMP dan Guru SMA/SMK menurut tingkat
pendidikan berjumlah 3.937, S2 sebanyak 11 orang, S1/DIV Pendidikan
sebanyak 1509 orang , D.III sebanyak 248 orang, D.II sebanyak 1.342 orang, DI
sebanyak 34 orang dan SMA/SMK sebanyak 792. Dari data tersebut
menunjukkan bahwa terdapat 1.874 orang guru telah memperoleh sertifikasi.
Sedang dari 2.063 orang guru belum bersertifikasi disebabkan paling banyak
masih berpendidikan SMA/SMK.

Berikut ini kutipan hasil wawancara dengan Handrian Basri (guru yang
belum menerima sertifikasi) mengatakan bahwa :

“Banyak guru yang sudah memenuhi persyaratan untuk sertifikasi tetapi

belum terdata untuk calon sertifikasi berikutnya jadi diharapkan perlu

dilakukan uji publik nama peserta calon penerima sertifikasi beberapa hari

sebelum pelaksanaan tes awal dilaksanakan .

Guru lain yang belum sertifikasi (Syarifuddin), mengatakan bahwa

“masih adanya syarat yang tidak/kurang prinsip seperti harus ada NUPTK

dan minimal mengajar 24 jam, syarat ini yang menyebabkan adanya guru

yang belum sertifikasi, jadi solusinya mungkin syarat tersebut harus
dihilangkan”.
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Disini berarti bahwa walaupun guru yang telah menguasai kompetensi guru,
seperti kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian dan
kompetensi profesional apabila tidak mempunyai NUPTK dan tidak memperoleh
jam mengajar selama 24 jam tidak bisa akses terhadap sertifikasi guru.

Selanjutnya dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas)
Nomor 18 tahun 2007 menyatakan bahwa sertifikasi bagi guru dalam jabatan
dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik. Uji
kompetensi tersebut dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio,yang merupakan
pengakuan atas pengalaman profesioanal guru dalam bentuk penilaian terhadap
kumpulan dokumen yang mencerminkan kompetensi guru. Komponen penilaian
portofolio tersebut mencakup :

a. Kualifikasi akademik

b. Pendidikan dan pelatihan

c. Pengalaman mengajar

d. Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran

e. Penilaian dari atasan dan pengawas

f. Prestasi akademik

g. Karya pengembangan profesi

h. Keikutsertaan dalam forum ilmiah

i. Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial

j. Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.
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d. Peran dan Fungsi Serta Koordinasi Antar Lembaga Pelaksana
Sertifikasi Guru
Dalam pelaksanaan program sertifikasi guru lembaga-lembaga yang terlibat
ditingkat propinsi yaitu : Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), Dinas
Pendidikan Propinsi, dan Universitas Mataram. Kemudian di tingkat Kabupaten
yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Sumbawa.
Adapun peran dari masing-masing lembaga pelaksana sertifikasi guru,

antara lain :

1. LPMP ( Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan)

a. Menyusun data base guru terutama yang sudah berpendidikan S1/D4

b. Menerima dokumen-dokumen panduan Sertifikasi Guru (Sergur) dari
Ditjen PMPTK.

¢. Menerima format Al ( formulir pendaftaran) dan format A2 ( biodata)
dari PMPTK

d. Bersama Dinas Pendidikan Propinsi dan Kabupaten menghitung dan
menyepakati kuota kabupaten

e. Menetapkan nomor peserta Propinsi dan Kabupaten, jenjang dan jenis
pendidikan

f. Menyalurkan nomor peserta ke Dinas Pendidikan Kabupaten dan Dinas
Pendidikan Propinsi

g. Mendistribusikan format Al dan format A2 ke Dinas Pendidikan
Propinsi Dinas Pendidikan Kabupaten

h. Menerima format Al yang telah diisi dan mengirimkan ke Ditjen

PMPTK melalui Direktorat Profesi Guru
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i. Menerima format A2 yang telah diisi, mengolah menjadi data soft file,
dan mengirimkan data tersebut (hardcopy dan softcopy) ke Ditjen
PMPTK melalui Direktorat profesi Pendidik.

j. Membuat dan melakukan perjanjian kerja dengan LPTK tentang
penggunaan dana Sertifikasi Guru (Sergur) sesuai pedoman penyaluran
dana Sergur dari Ditjen PMPTK

k. Menyalurkan dana Sertifikasi Guru kepada LPTK

. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Sertifikasi Guru

m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Sertifikasi Guru

n. Membuat laporan Sertifikasi Guru kepada Ditjen PMPTK melalui

Direktorat Profesi Pendidik.

2. Dinas Pendidikan Propinsi

a. Menerima dokumen-dokumen panduan Sertifikasi Guru dari Ditjen
PMPTK

b. Bersama LPMP dan Dinas Pendidikan Kabupaten menghitung dan
menetapkan kuota kabupaten

c. Memonitor kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten tentang pelaksanaan
Sertifikasi Guru antara lain :
a) Rekapitulasi peserta Sertifikasi Guru ke Dinas Pendidikan Propinsi
b) Pengiriman berkas portofolio dari Dinas Pendidikan Kabupaten ke

LPTK penyelenggara ( Universitas Mataram)

d. Membuat rekapitulasi peserta Sertifikasi Guru dari Dinas Pendidikan

Kabupaten sesuai format B2

e. Menerima format Al dan format A2 dari LPMP
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f. Merekrut dan menetapkan dengan SK Dinas Pendidikan Propinsi,
verifikasi portopolio guru dan dikirim ke LPTK penyelenggara yaitu
Universitas Mataram

g. Memfasilitasi guru mengisi format Al dan format A2, penyusunan
portopolio dan kelengkapan ~kelengkapan lainnya.

h. Mengirim format Al dan format A2 yang telah diisi ke LPMP

1.  Mengirim dokumen portopolio guru ke LPTK

j-  Rekapitulasi peserta menggunakan format B2 dalam bentuk hardcopy
dan softcopy

k. Memfasilitasi kegiatan panitia Sertifikasi Guru.

1. Mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan Sertifikasi Guru

m. Memfasilitasi pendanaan persiapan pelaksanaan PLPG

n. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sertifikasi Guru

0. Mengendalikan kualitas penyelenggaraan Sertifikasi Guru sesuai
pedoman dan kewenangan Dinas Pendidikan Propinsi

p. Memproses dan menyalurkan tunjangan profesi nagi guru yang telah
lulus sertifikasi setelah memperoleh Surat Keputusan Penerima

Tunjangan Profesi dari Ditjen PMPTK.

3. Dinas Pendidikan Kabupaten
a. Menerima dokumen-dokumen panduan Sertifikasi Guru dari Ditjen
PMPTK
b. Menerima format Al dan Fotmat A2 sesuai jumlah peserta
c. Membuat daftar prioritas peserta Sertifikasi Guru berdasarkan kriteria

Ditjen PMPTK dan kesepakatan tingkat Propinsi, antara lain :
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a). Masa kerja sebagai guru
b). Usia
c). Pangkat/golongan (bagi PNS)
d). Beban mengajar
e). Jabatan/tugas tambahan
f).  Prestasi kerja

d. Menetapkan peserta Sertifikasi guru sesuai dengan kuota melalui SK
Dinas Pendidikan Kabupaten.

e. Penetapan peserta terbuka dan transparan melibatkan beberapa unsur
terkait seperti : Perwakilan Kepala Sekolah, Guru, Pengawas, dan PGRI

f.  Memberikan nomor peserta sertifikasi kepada guru peserta Sertifikasi
Guru berdasarkan rentang yang dibuat oleh LPMP

g. Menyalurkan format Al dan format A2 kepada guru yang masuk kuota

h. Mengkomunikasikan :
a) Pedoman Sertifikasi Guru dalam jabatan melalui penilaian

portopolio untuk guru

b)  Panduan penyusunan portopolio

i. Menugasi Kepala Sekolah memperifikasi kebenaran dan keabsahan
dokumen yang diserahkan oleh guru dan memberikan sanksi sesuai
dengan ketentuan kepada Kepala Sekolah yang tidak melaksanakan tugas
ini dengan baik

j.  Menugaskan pengawas untuk melakukan penilaian pelaksanaan

pembelajaran dan penilaian atasan secara obyektif dan memberikan
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sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pengawas yang
tidak melakukan tugas ini dengan baik.

k. Memverifikasi ulang kebenaran dan keabsahan dokumen portopolio
sebelum diserahkan kepada LPTK

1. Membuat rekapitulasi peserta Sertifikasi Guru dengan menngunakan
format B1 dan diserahkan kepada LPMP bersama format A1 dan format
A2 yang telah diisi oleh peserta Sertifikasi Guru.

m. Format Bl diserahkan ke LPMP baik dalam bentuk hardcopy dan
soptcopy

n. Penyerahan dokumen tersebut diatas disertai dengan Berita Acara.

0. Menghimpun dokumen portopolio yang telah disusun oleh peserta
Sertifikasi Guru ( rangkap dua untuk setiap guru secara tidak terpisah)

p. Menyerahkan dokumen kepada rayon LPTK, antara lain :
a). portopolio ( rangkap dua)
b). Rekapitulasi peserta berdasarkan nomor peserta ( format B1)
c). Pasphoto terbaru peserta, berwarna, ukuran 3x4 cm sebanyak 4

lembar
d) penyerahan dokumen dengan berita acara serah terima dokumen
portopolio

q.- Menyerahkan rekapitulasi peserta Sertifikasi guru (format B1) yang telah
diisi ke Dinas Pendidikan Propinsi

r. Menjadi Penghubung peserta dengan LPTK dan sebaliknya

s. Mengambil bendel pertama dokumen portopolio yang memuat bukti fisik

asli untuk komponen 2 dan 8 minimal setelah 2 minggu dari
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pengumuman kelulusan. Jika lebih dari 3 bulan, portopolio tidak diambil
diluar tanggung jawab LPTK.
t. Memproses berkas tunjangan profesi bagi guru yang telah lulus

sertifikasi dan mengirim ke Dinas Pendidikan Propinsi

4. Rayon LPTK Nusa Tenggara Barat ( Universitas Mataram)

a. Mengadakan koordinasi dengan LPMP tentang Sertifikasi Guru

b. Memverifikasi peserta yang diindikasikan melakukan pelanggaran dan
jika benar, LPTK menetapkan status diskualifikasi dan mengembalikan
ke Dinas Pendidikan Kabupaten.

c. Merekrut calon asesor portofolio (jika kurang)

d. Calon asesor adalah warga negara Indonesia yang berstatus sebagai
dosen atau widyaiswara (LPMP dan atau P4TK) yang memenuhi
persyaratan dan ditugaskan oleh ketua rayon LPTK

e. Asesor tahun 2011 bisa ditugasi selama yang bersangkutan masih
memenuhi persyaratan atau merekrut asesor baru tahun 2012 sesuai
kebutuhan

f. Melakukan tindak lanjut seperti :

a). LPTK bertanggung jawab dan menjamin bahwa guru yang lulus
sertifikasi memiliki kompetensi  pedagogik, kepribadian,
profesional, dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2005

b). Jika pada saat sertifikasi dan atau kemudian hari diperoleh
informasi tentang penyimpangan pelaksanaan sertifikasi baik guru,
asesor atau PSG, LPTK menindaklanjutinya dengan melakukan

verifikasi dan mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.
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S. Guru

Mengikuti sosialisasi Sertifikasi Guru dan Memperoleh informasi tentang :

a. Nomor peserta

b. Pedoman penyusunan perangkat portopolio Sertifikasi Guru

c. Pedoman Sertifikasi bagi peserta untuk guru

d. Cara pengisian format Al dan format A2

e. Mengisi format Al dan format A2

f. Menyiapkan pasphoto terbaru

g. Menyusun dokumen portopolio 2 (dua) bendel kemudian menyerahkan
ke Dinas Pendidikan Kabupaten

h. Bendel pertama, bukti fisik untuk komponen 2 (pendidikan dan
pelatihan) dan komponen 8 (Keikutsertaan dalam forum ilmiah) berupa
sertifikat/ piagam ASLI sedang bukti fisik pada bendel kedua semua
potochopy yang sudah dilegalisasi oleh atasan langsung.

i.  Setelah dua minggu dari pengumuman kelulusan, bendel pertama yang
memuat bukti fisik komponen 2 dan komponen 8 ASLI, dapat diambil
kembali oleh guru melalui Dinas pendidikan Kabupaten

j.  Dalam menjalankan peran dan fungsi serta koordinasi antar lembaga

pelaksana Sertifikasi Guru dapat dilihat pada gambar berikut :
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Gambar : 4.3
Mekanisme Pelaksanaan Sertifikasi Guru
DEPDIKNAS KONSORSIUM
DITJEN PMPTK{ DITJEN DIKT| f{#---"-===--==--===- > UNSUR DIKTI, PMPTK,
DEPAG, LPTK
KOORDINASI W

INFORMASI | REKAP PESERTA

y HASIL
DIN PEND HASIL RAYON LPTK PENYELENGGARA

PANITIA SERGUR TK PROPINSI (UNRAM)
f 1

INFORMASI REKAP PESERTA

»

DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN

PANITIA SERGUR TK HASIL
N

INFORMASI DOK. PORTF | HASIL

b

GURU PESERTA
> SERTIFIKASI

SERTIFIKAT

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa informasi disampaikan
secara berjenjang sampai ke tingkat sasaran program sertifikasi, yang dimulai dari
Depdiknas ( Ditjen PMPTK dan Ditjen Dikti) menyampaikan informasi/sosialisasi
ke Dinas Pendidikan Propinsi dan LPMP, kemudian Dinas Pendidikan Propinsi

menyampaikan informasi/sosialisasi ke Dinas Pendidikan Kabupaten dan Dinas

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41724.pdf

70
Kabupatenlah yang menyampaikan langsung informasi kepada sasaran program
kebijakan yaitu guru.

Guru yang telah mendapat penjelasan dari Dinas Pendidikan Kabupaten dan
telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti sertifikasi menyiapkan dokumen
portopolio dan diserahkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten, yang selanjutnya
Dinas Pendidikan Kabupaten merekapitulasi peserta untuk dikirim ke Dinas
Pendidikan Propinsi dan dokumen portopolio dikirim ke Rayon LPTK
penyelenggara yaitu Universitas Mataram. Dinas Pendidikan Propinsi
merekapitulasi kembali peserta sertifikasi untuk dikirim ke konsorsium sertifikasi
guru. Kemudian Rayon LPTK setelah menerima dokumen portopolio dari Dinas
Pendidikan Kabupaten, sesuai dengan perannya dalam sertifikasi guru, salah
satunya adalah memeriksa atau mengadakan penilaian portopolio oleh tim asesor
yang ada di LPTK tersebut dan hasilnya dikirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten,
Dinas Pendidikan Propinsi dan ke konsorsium sertifikasi guru. Dan Dinas
Pendidikan Kabupaten yang menyampaikan langsung hasil sertifikasi guru dalam
jabatan melalui jalur portopolio.

Bagi para guru yang dinyatakan lulus portopolionya berhak menerima
sertifikat pendidik yang diserahkan langsung oleh Rayon LPTK kepada guru yang
bersangkutan. Dan bagi guru yang belum dinyatakan lulus fortopolio ada dua
versi yaitu Melengkapi Portopolio (MP) dan mengikuti pendidikan dan Latihan

Profesi Guru(PLPG) yang diadakan langsung oleh Rayon LPTK (UNRAM).
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e. Prosedur Operasional Standar (Pos) Penetapan Peserta Sertifikasi Guru
Tahun 2013
1. Tahap Persiapan dan Verifikasi Data Calon Peserta
a. Pembentukan Panitia Sertifikasi Guru
Sebelum semua aktifitas kegiatan terkait penetapan peserta
sertifikasi guru dilakukan, yang pertama harus dilakukan adalah
pembentukan Panitia Sertifikasi Guru (PSG) di tingkat LPMP, dinas
pembentukan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota.PSG
bertanggungjawab terhadap suksesnya penyelenggaraan penetapan
peserta sertifikasi guru di tingkat LPMP, Provinsi, dan Kabupaten/kota.
Adapun tugas dan tanggung jawab PSG masing-masing unit terkait
sebagaimana dijelaskan di bawah ini :
1) Melakukan sosialisasi pelaksanaan sertifikasi guru kepada dinas
pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan pihat terkait
2) Melakukan approval terhadap penghapusan calon peserta pada
AP2SG yang dilakukan PSG dinas kabupaten/kota setelah
menerima format penghapusan calon peserta
3) Menetapkan peserta uji kompetensi, lokasi tempat uji kompetensi
(TUK), dan distribusi peserta ke TUK
4)  Melaksanakan dan memantau uji kompetensi
5) Melakukan verifikasi berkas pendukung sebagai dasar persetujuan

(approval) format A1 untuk ditetapkan sebagai peserta final.
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6) Mencetak format Al sebanyak 2 (dua) rangkap dan memberikan
pengesahan pada Format Al dengan menandatangani dan
membubuhi stempel.
7)  Mengirim berkas peserta (lengkap dengan format A1) ke LPTK.
8) Mengirim format Al ke dinas pendidikan kabupaten/kota untuk
didistribusikan kepada peserta sertifikasi guru.
b. PSG di Tingkat Dinas Pendidikan Provinsi
1) Melakukan sosialisasi sertifikasi guru kepada guru sesuai dengan
kewenangannya
2) Memfasilitasi guru dalam mencari informasi tentang sertifikasi
guru
c. PSG di Tingkat Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
1) Melakukan sosialisasi pelaksanaan sertifikasi guru kepada guru dan
masyarakat
2)  Mencetak format verifikasi dari aplikasi update data dari aplikasi
Penetapan Peserta Sertifikasi Guru (AP2SG) dan memberikannya
kepada calon peserta.
3) Mengumpulkan berkas verifikasi dan validasi data calon peserta
sertifikasi guru
4)  Melakukan perbaikan data guru pada AP2SG yang akan digunakan
sebagai dasar penetapan peserta
5) Melakukan penghapusan calon peserta yang ada pada AP2SG

dengan mencetak format penghapusan calon peserta
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6) Mengumpulkan format penghapusan calon peserta yang sudah
ditandatangani berikut data pendukungnya

7)  Mengumpulkan semua berkas peserta sertifikasi guru 2013 dan
mengirimkan ke LPMP

8) Melaksanakan dan memantau uji kompetensi

9) Melakukan verifikasi kelengkapan berkas PSPL, portopolio, dan
PLPG peserta sertifikasi guru kemudian mengirimkan ke LPMP

10) Mendistribusikan format Al yang sudah disahkan LPMP kepada
peserta sertifikasi guru

11) Mengikuti perkembangan pelaksanaan sertifikasi guru

2. Publikasi data guru yang belum bersertifikat pendidik

Data guru yang belum bersertifikat pendidik dipublikasikan melalui

website www.sergur.kemdiknas.go.id oleh Badan PSDMPK-PMP. Data guru
yang dipublikasikan tersebut berdasarkan pemutahiran data guru yang
dikumpulkan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota per tanggal 30 Agustus

2012.

3. Sosialisasi Penetapan Peserta Sertifikasi Guru

Sosialisasi penetapan peserta sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2013
dilaksanakan dengan melibatkan peserta dari LPMP, dinas pendidikan provinsi,
dinas pendidikan kabupaten/kota, dan guru calon peserta sertifikasi.materi
sosialisasi antara lain alur pelaksanaan sertifikasi guru, persyaratan peserta
sertifikasi guru, mekanisme penetapan peserta melalui AP2SG, dan jadwal

pelaksanaan sertifikasi guru.
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a. Sosialisasi oleh BADAN PSDMPK-PMP
Badan PSDMPK-PMP melakukan sosialisasi kepada ketua PSG dinas
pendidikan provinsi, kabupaten/kota, LPMP, dan LPTK. Materi
sosialisasi antara lain : mekanisme dan pola sertifikasi, persyaratan
peserta sertifikasi guru, perbaikan data guru, mekanisme penetapan
peserta melalui AP2SG, dan jadwal pelaksanaan sertifikasi guru.

b. Sosialisasi oleh dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota
Dinas pendidikan melakukan sosialisasi kepada calon peserta sertifikasi
guru. Materi sosialisasi antara lain : mekanisme da pola sertifikasi,
persyaratan peserta, perbaikan data guru, mekanisme penetapan peserta

melalui AP2SG, dan jadwal pelaksanaan sertifikasi guru.

4. Pencetakan Format Verifikasi Data
Dinas pendidikan kabupaten/kota mencetak format verifikasi data dari

AP2SG

5. Verifikasi Data Guru

Data guru yang akan mengikuti sertifikasi guru harus benar dan valid
karena data tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk menetapkan soal uji
kompetensi, bidang studi sertifikasi, dan data yang akan dicantumkan dalam
sertifikasi pendidik.oleh karena itu, guru harus melakukan verifikasi dan koreksi
data yang tercantum pada format verifikasi data.

Semua koreksi data didasatkan atas dokumen pendukung, misalnya ijasah
S-1 atau D.IV, serta ijasah S2 dan atau S3; SK PNS; dan SK tugas mengajar sejak

diangkat sampai sekarang. Format verifikasi ditandatangani oleh guru dan kepala
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sekolah, kemudian diserahkan ke Dinas Pendidkan Kabupaten/Kota denga
melampirkan dokumen pendukung perbaikan data.
Perbaikan data menggunakan alat tulis (pulpen) dengan cara :
- Menambah data
- Mencoret data yang salah dan memperbaikinya
- Mengisi data yang kosong
- Menetapkan bidang studi yang akan disertifikasi
Data yang harus valid sesuai dengan dokumen pendukungnya

sebagaimana tabel berikut ini.

No Komponen Data Data Pendukung
Bagi PNS harus sesuai dengan SK

1. | Nama Lengkap PNS dan bagi bukan PNS sesuai
dengan ijasah terakhir

2. | Pangkat/golongan II;hnugsl?:t tlgzihisresual dengan SK
Bagi PNS harus sesuai dengan SK

3. | Tempat dan tanggal lahir PNS dan bagi bukan PNS sesuai
dengan ijasah terakhir

4. | Kualifikasi akademik Sesuai dengan ijasah terakhir

5. | Tahun Lulus (maksimal S1) Sesuai dengan ijasah

6. Nama_ perguruan tinggi
(maksimal S-1)

Program studi/jurusan di
perguruan tinggi (maksimal S-1)
8. | Nama sekolah tempat mengajar | Sesuai dengan SK mengajar
Sesuai dengan ijasah dan atau SK
tugas mengajar

Sesuai dengan ijasah

Sesuai dengan ijasah

9. | Bidang studi sertifikasi guru

6. Perbaikan Data Guru
Beberapa ketentuan perbaikan data guru yang belum bersertifikat
pendidik sebagai berikut.
a. Perbaikan data guru dilakukan oleh operator dinas pendidikan
kabupaten/kota dengan menggunakan AP2SG sesuai dengan perbaikan

data pada format verifikasi
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Bidang studi sertifikasi harus diisikan pada AP2SG sesuai data pada
format verifikasi. Data tidak akan tersimpan jika belum semua terisi.
Petunjuk teknis perbaikan data menggunakan aplikasi AP2SG secara
lengkap dapat dibaca pada Lampiran 1 Buku Pedoman ini.

Perbaikan data guru akan menghasilkan perangkingan calon peserta
sertifikasi guru berdasarkan usia, masa kerja, dan pangkat/golongan
Batas akhir perbaikan data guru yang belum bersertifikat pendidik untuk
kebutuhan penetapan prioritas/perengkingan calon peserta sertifikasi
2013 adalah tanggal 1 Desember 2012

Hasil perbaikan data guru dapat dicetak untuk dijadikan bahan acuan
verifikasi data berikutnya.

Seluruh proses entri data peserta sertifikasi guru harus sudah selesai pada
tanggal 31 Januari 2013.

Dalam proses perbaikan data ini, PSG Tingkat Kabupaten/Kota dapat

melakukan  usulan penghapusan data dengan alasan yang dapat

dipertanggungjawabkan.

Beberapa alasan usulan penghapusan data sebagai berikut.

No Alasan Penandatangan
1. | Meninggal dunia PSG Dinas Kab/Kota
2. | Sakit Permanen PSG Dinas Kab/Kota
3. | Melanggar disiplin Kepala Dinas
4. | Mutasi ke jabatan selain guru Kepala Dinas
5. | Mutasi ke kabupaten/kota lain Kepala Dinas
6. | Mengajar sebagai guru tetap di | Kepala Dinas

kementerian lain
7. { Pensiun Kepala Dinas
8. | Mengundurkan diri PSG Dinas kab/kota
9. | Sudah memiliki sertifikasi pendidik PSG Dinas kab/kota
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7. Persetujuan (Approval) Penghapusan Data
LPMP melakukan persetujuan (approval) atas usulan penghapusan calon
peserta setelah menerima format penghapusan calon peserta yang telah di

tandatangani oleh pihak yang berwenang.

8. Penentuan peserta Uji Kompetensi dan TUK

Data guru hasil verifikasi dan validasi adalah data calon peserta sertifikasi
guru tahun 2013 s.d. 2015. Seluruh calon peserta sertifikasi guru tahun 2013 s.d.
2015 harus mengikuti uji kompetensi sebelum ditetapkan sebagai peserta

sertifikasi guru.

9. Distribusi jumlah sasaran/Kuota Sertifikasi Guru Tahun 2013

10. Proses Pencairan Tunjangan Profesi Pendidik (TPP)

Peserta sertifikasi guru yang telah dinyatakan lulus baik melalui
portopolio, melengkapi portopolio dan pendidikan latihan profesi guru, berhak
menerima Tunjangan Profesi Pendidik ( TPP).

Pengusulan jumlah tunjangan profesi guru ditetapkan berdasarkan jumlah
kuota sertifikat dari Kabupaten yang kemudian ditetapkan melalui Surat
Keputusan Dirjen PMPTK. Surat Keputusan tersebut dikirim ke Dinas Pendidikan
Propinsi dan Dinas Pendidikan Propinsi menyiapkan semua dokumen dalam
rangka memproses pengajuan pencairan dana ke KPKN wilayah/Propinsi. Dari
KPKN Propinsi dikirim ke Bank Pusat NTB yang selanjutnya di kirim ke Bank
Cabang NTB di masing-masing Kabupaten. Kemudian dari Bank Cabang NTB

Kabupaten ditransfer langsung ke rekening guru yang bersangkutan.
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B. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Pelaksanaan Kebijakan Sertifikasi Guru dalam Jabatan

Kebijakan sertifikasi Guru dalam jabatan haruslah dipandang sebagai
upaya untuk meningkatkan kualitas guru dan profesionalisme guru yang mengarah
pada tujuan akhirnya adalah peningkatan mutu pendidikan.

Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa sebagai pelaksana
sertifikasi di tingkat daerah memiliki tanggung jawab untuk meneruskan
informasi dalam bentuk sosialisasi sertifikasi kepada guru. Materi sosialisasi
antara lain mencakup: (1) prosedur dan tatacara pendaftaran, (2) prosedur dan
tatacara sertifikasi guru dalam jabatan, (3) peranan lembaga-lembaga terkait
(dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, LPTK penyelenggara, LPMP), (4)
syarat mengikuti serifikasi, (5) prosedur penyusunan portofolio dan penjelasan
tentang rubrik portofolio, dan (6) jadwal penyerahan dokumen portofolio.

Selanjutnya, Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa
mengadministrasikan dokumen portofolio yang disusun guru beserta kelengkapan
lainnya dan membuat rekapitulasi peserta sertifikasi, selanjutnya menyerahkan
dokumen portofolio dan rekapitulasi tersebut kepada Rayon LPTK penyelenggara
sertifikasi. Daftar rekapitulasi tersebut juga diserahkan kepada dinas pendidikan
provinsi untuk direkap menjadi peserta sertifikasi tingkat provinsi.

Dalam proses implementasi kebijakan pemerintah tentang sertifikasi guru
SD, SMP dan SMA/SMK di Kabupaten Sumbawa hal-hal yang perlu diperhatikan
sebagai faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaannya adalah berdasarkan
dari teori implementasi kebijakan meliputi ukuran dasar dan tujuan kebijakan,

komunikasi dan koordinasi antar lembaga, sumber daya pendukung pelaksanaan
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kebijakan, kecenderungan implementor, karakteristik badan pelaksana dan kondisi

sosial, ekonomi dan politik.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi Sertifikasi Guru dalam jabatan

a).Ukuran-ukuran dasar dan Tujuan Kebijakan

Eksistensi guru bagi suatu bangsa sangat penting, apalagi suatu bangsa
yang sedang membangun, dan untuk keberlansungan hidup suatu bangsa di
tengah-tengah perkembangan teknologi yang kian canggih dan segala perubahan
serta pergeseran nilai yang cenderung memberi nuansa kepada kehidupan yang
menuntut ilmu dan seni sebagai tanda dinamik untuk dapat mengadaptasikan diri.
Maka dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang pesat tersebut,
tentu membawa suatu konsekwensi pada guru untuk meningkatkan peranan dan
kopetensinya sebagai agen dalam pembelajaran, sebagai agen dalam
mencerdaskan bangsa. Maka sudah saatnya kompetensi profesi guru perlu
ditingkatkan.

Oleh karena itulah, pemerintah menetapkan regulasi peraturan melalui
undang-undang yaitu Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan
dosen dan Permendiknas nomor 18 tahun 2007 tentang sertifikasi guru. Dimana
tujuan dari kedua regulasi peraturan tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas
dan profesionalitas guru dalam upaya mendukung tercapainya tujuan pendidikan
nasional.

Apabila dilihat dari tujuan sertifikasi guru, sebagai upaya peningkatan
mutu guru yang akhirnya akan diiringi dengan peningkatan kesejahteraan guru

baik secara finansial maupun non finansial, dan diharapkan dapat meningkatkan
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mutu pembelajaran dan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Adapun bentuk
peningkatan kesejahteraan guru yang telah menerima sertifikat pendidik berupa
tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok, dan juga berupa penghargaan,
kehormatan, dan pengakuan terhadap profesi guru.

Salah seorang guru senior pendidikan kabupaten Sumbawa, mengatakan :
“Dengan adanya program sertifikasi guru, kami sangat menyambut baik
tetapi jangan dilihat dari tingkat pendidikannya saja, tetapi harus dilihat
pengalaman dan masa kerjanya. Untuk sebuah bentuk penghargaan
terhadap guru dalam arti kesejahteraan ditingkatkan harus diberikan secara
merata sesuai pangkat dan golongannya, sehingga tidak kecemburuan
sesama guru”.

Pemahaman terhadap Sertifikasi guru dari penuturan seorang guru senior
tersebut mengambarkan bahwa tujuan sertitifikasi guru yang sedianya merupakan
salah satu kebijakan yang diambil untuk meningkatkan kualitas dan mutu
pendidikan bergeser maknanya menjadi sekedar program peningkatan
kesejahteraan guru. Pemaknaan seperti ini menimbulkan berbagai konflik
kepentingan dalam implementasi sertifikasi guru dalam jabatan yang berdampak
pada timbulnya prilaku-prilaku yang tidak terpuji dalam proses penyusunan bahan
dan kelengkapan pengajuan sertifikasi melalui mekanisme portopolio. Hal ini
terungkap dari hasil wawancara dengan salah satu pengurus PGRI Kabupaten
Sumbawa, mengatakan :

“Pada waktu program sertifikasi diluncurkan banyak diantara guru yang

tidak paham akan proses dan penyusunan bahan kelengkapan sebagai

persyaratan penilaian sertifikasi, maka diantara para guru sebagian besar
menyerahkan kepada pihak lain untuk menyusun dan memastikan bahwa
persyaratan yang akan diajukan telah sesuai ketentuan.

Dari penuturan tersebut diatas, tujuan sertifikasi guru sepertinya diikuti

hanya untuk peningkatan kesejahteraan guru, namun kualitas guru yang

merupakan tujuan utama dari sertifikasi sedikit terabaikan.
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Berkenaan dengan hal ini peneliti melakukan wawancara dengan
pelaksana kebijakan M. Taufik ( Kasi PMPTK SMA/SMK) mengungkapkan
sebagai berikut :

“dengan adanya kebijakan sertifikasi, belum adanya peningkatan yang
signifikan tentang kualitas dan profesinalitas guru”.

Kondisi tersebut dapat kita lihat hasil wawancara dengan Sumiati Hasan
(seorang guru yang belum sertifikasi) mengemukakan sebagai berikut :

“Dalam penjaringan sertifikasi, tidak adanya keadilan, buktinya saya yang

sudah mengajar selama 34 tahun dan umur saya 55 tahun, pendidikan saya

juga sarjana sama dengan yang lain tapi sampai sekarang saya belum
sertifikasi. Sedangkan ada teman saya yang mengajar baru 17 tahun sudah
mendapat sertifikasi”.

Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa terjadi suatu toleransi
terhadap usia dan masa kerja seseorang untuk mendapatkan sertifikasi. Berikut
kutipan hasil wawancara dengan Kepala Seksi PMPTK SMA/SMK pada Dinas
Pendidikan Nasioanl Kabupaten Sumbawa, antara lain :

“Tujuan dan manfaat sertifikasi guru dari segi kwantitas sudah dapat

dirasakan oleh sebagian besar guru dalam rangka perbaikan kesejahteraan,

sedangkan dari segi kualitas masih belum ada perubahan yang signifikan
artinya masih perlu pembinaan, pelatihan, workshop secara terus- menerus
dalam rangka peningkatan mutu pendidikan”.

Dari berbagai hal tersebut diatas, seperti adanya pergeseran tujuan dari

tujuan kebijakan, maka suatu kebijakan yang telah ditetapkan melalui regulasi

peraturan hanya merupakan suatu kebijakan yang dipaksakan.

b). Sumber Daya pendukung pelaksanaan kebijakan
Sumber daya dalam pelaksanaan sertifikasi guru SD, SMP dan SMA/SMK
di Kabupaten Sumbawa dari sisi staf memiliki kemampuan yang cukup baik

namun jumlahnya masih kurang memadai. Hal ini mengingat banyaknya
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pekerjaan yang harus diselesaikan dalam pelaksanaan sertifikasi guru SD, SMP
dan SMA/SMK di Kabupaten Sumbawa. Pelaksananya adalah semua staf bidang
tenaga pendidik berjumlah 9 orang PNS dan dibantu oleh 2 tenaga kontrak untuk
membantu mengentry data. Pada tahun 2006 mereka harus memverifikasi berkas
portofolio sebanyak 134 orang guru SD, SMP dan SMA/SMK. Kemudian pada
tahun 2007 menverifikasi sebanyak 973 Tahun ketiga 2008 ini jumlah berkas
yang harus diperiksa sebanyak 674 Tahun 2009 367 berkas Tahun 2010 264
berkas sedangkan untuk tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013 ini guru sebagian
besar mengunakan jalur PLPG untuk memenuhi ketentuan sertifikasi.

Dari hasil wawancara beberapa orang guru menyatakan keluhan tentang
antrean yang panjang pada saat pengumpulan berkas portofolio,

“untuk verifikasi berkas di Dinas, kami sering dipanggil oleh pegawai

kantor dinas kabupaten sampai malam hari, karena kekurangan tenaga

pelaksana. Karena tahun 2006 itu pengumpulan berkas portofolio jadi 1

antara guru SD, SMP, dan SMA/SMK. Waktu itu sangat kewalahan,

apalagi tiap orang harus mengumpulkan 3 bendel dengan ketebalan yang

beragam dan pada saat menyerahkan harus ada tanda terima” (Wawancara

28 Juni 2013)

Peserta yang lain juga mengeluhkan,

”Masih kekurangan meski ditambah tenaga sehingga terjadi antrian

panjang karena jumlah guru yang ikut sertifikasi tahun 2008 tambah

banyak.” Waktu yang dijadwalkan dari Departemen Pendidikan Nasional

juga sangat sempit yaitu sekitar 3 minggu. Meskipun ada permasalahan

yaitu kekurangan tenaga pelaksana dan waktu namun Dinas Pendidikan

Nasional Kabupaten Sumbawa tetap mampu menyelesaikan tanggung

jawabnya. ” (Wawancara 28 Juni 2013)

Tingkat pendidikan para pelaksana sertifikasi guru SD, SMP dan
SMA/SMK di Kabupaten Sumbawa cukup baik yaitu minimal SMA. Dengan
berbekal pengalaman dari waktu ke waktu maka pelaksana sertifikasi Kabupaten

Sumbawa mampu menyelesaikan tugas dengan semakin baik. Hal ini diakui oleh
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Drs. M. Taufik, M.Si jabatan Kepala Seksi PMPTK SMA/SMK Dinas Pendidikan
Nasional Kabupaten Sumbawa,

”"Bahwa secara faktual walaupun staf kami berpendidikan SMA namun

mereka mempunyai Kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan rata-rata

baik dalam menyelesaikan pekerjaan.” (Wawancara tanggal 28 Juni 2013)

Hal ini disebabkan karena semakin banyak pengalaman menghadapi para
guru dengan permasalahannya yang beragam. Bekal pengalaman menjadi modal
yang utama karena pelaksana sertifikasi Kabupaten Sumbawa dalam
melaksanakan tuganya tidak menerima pelatihan teknis namun hanya mengikuti
sosialisasi di tingkat propinsi yang dilaksanakan di Lembaga Penjaminan Mutu
Pendidikan (LPMP) Nusa Tenggara Barat di Mataram.

Selama pelaksanaan sertifikasi guru SD, SMP dan SMA/SMK periode
tahun 2006 sampai dengan 2012, Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten
Sumbawa selalu melaksanakan koordinasi dengan UPTD Kecamatan. Hal ini
dilakukan untuk mengatasi permasalahan tidak adanya anggaran, seperti diakui
oleh Kasi PMPTK SMP Sutan Syahril.

"UPTD Kecamatan sangat membantu para guru dalam menyusun dan

memberikan arahan kepada guru yang mengikuti program sertifikasi

melalui system portofolio maupun PLPG. UPTD se Kabupaten Sumbawa,
aktif berkoordinasi dengan Dinas manakalah adalah perubahan aplikasi

dan mekanisme sertifikasi.” (wawancara 28 Juni 2013)

Hal ini diakui oleh salah seorang staf Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Sumbawa,

“Kami sangat terbantu oleh UPTD, dimana semua berkas yang diajukan

telah tersusun sesuai dengan ketentuan dan syarat yang telah ditentukan.

UPTD telah menyeleksi semua berkas yang dibutuhkan.” (wawacara 28

Juni 2013)

Selain itu untuk mendukung pelaksanaan tugas staf Dinas Pendidikan

Nasional Kabupaten Sumbawa juga didukung oleh adanya fasilitas berupa sarana
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dan prasarana. Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pendidikan Kabupaten

Sumbawa antara lain ruang kerja, komputer sebanyak 5 unit, terdiri dari 1 desktop

dan 4 laptop, printer, dan sejumlah ATK . Pada saat observasi, peneliti menjumpai

tidak ada tempat pemberkasan tersendiri. Semua berkas yang akan dikirim ke

LPTK ditumpuk di ruang kerja staf sehingga terkesan penuh dan tidak rapi. Hal

itu tentu saja mempengaruhi kenyamanan para staf dalam melaksanakan

pekerjaannya.

¢). Komunikasi dan koordinasi antar lembaga

Komunikasi dalam implementasi sertifikasi guru SD, SMP dan
SMA/SMK di Kabupaten Sumbawa dilakukan pada saat sosialisasi, pengumpulan
berkas portofolio maupun dalam pengumuman hasil sertifikasi. Pelaksanaan
sertifikasi yaitu tahun 2006 sampai dengan sekarang, berjalan pelaksanaan
sosialisasi dengan lancar dengan mengunakan metode Portofolio dan PLPG.

Strategi yang digunakan untuk memudahkan sosialisasi dari dinas adalah
dengan membagi kecamatan-kecamatan di Kabupaten Sumbawa menjadi 4
(empat) zone sosialisasi yaitu wilayah Kecamatan Bagian Timur, Kecamatan
Bagian Selatan, Kecamatan ' Bagian Tengah dan Kecamatan Bagian Barat.
Sosialisasi dilakukan dengan melibatkan/difasiltiasi oleh masing-masing UPT
Dinas Pendidikan Nasional di tingkat kecamatan, Penyampaian informasi cukup
baik ditandai dengan adanya sharing informasi oleh Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Sumbawa kepada UPTD Kecamatan ataupun langsung kepada guru,
sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Bidang PMPTK Dinas Pendidikan
Nasional Kabupaten Sumbawa yang sekarang menjabat selaku Sekretaris pada

Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa, Syahril, S.Pd.
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“Dalam sosialisasi di setiap zone kecamatan dijumpai, para guru SD, SMP
dan SMA/SMK menanggapi dengan serius tentang materi/informasi
sertifikasi ini. Para peserta pada umumnya ingin mendapat informasi yang
sejelas-jelasnya namun karena keterbatasan waktu maka diharapkan
kepada para guru untuk pro aktif menanyakan kembali hal-hal yang belum
dipahami baik secara langsung ke Dinas di Kabupaten atau di UPT di
masing-masing kecamatan (Wawancara tanggal 28 Juni 2013)

Hal ini dibenarkan oleh Sutan Syahril kepala Seksi PMPTK SMP pada
Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa tentang bagaimana koordinasi
antar lembaga yang kompeten dalam program tersebut,

“Sosialisasi dilakukan dengan pertemuan teknis, rapat koordinasi dan surat

menyurat. Hal ini biasa dilakukan setiap saat apabila terjadi perubahan

didalam aplikasi sertifikasi guru”. (wawancara 28 Juni 2013)

Selanjutnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas pendidikan Nasional
Kabupaten Sumbawa sebagaimana yang disampaikan oleh salah seorang guru:

“Para guru dikumpulkan oleh UPT Dinas Pendidikan pada masing-masing

zone Kecamatan untuk mendapatkan informasi tentang sertifikasi guru dan

kami diminta untuk melihat daftar nama guru yang masuk daftar peserta
sertifikasi tahun 2013 ini. Kemudian kami mengikuti sosialisasi dari dinas
untuk menerima penjelasan penyusunan portofolio”. (Wawancara 28 Juni

2013)

Program sertifikasi ini diagendakan pemerintah secara rutin setiap tahun
sehingga informasi yang diberikan bersifat lanjutan. Frekuensi pelaksanaan
sosialisasi sertifikasi guru di Kabupaten Sumbawa adalah sekali setiap tahun
untuk tiap tingkat pendidikan SD, SMP dan SMA/SMK sebagaimana penjelasan
dari Kepala Bidang PMPTK Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa
yang sekarang menjabat selaku Sekretaris pada Dinas Pendidikan Nasional
Kaupaten Sumbawa, Syahril, S.Pd.

“Sosialisasi Sertifikasi guru dalam jabatan pada saat itu, kami lakukan

setiap tahun sekali untuk tiap tingkat pendidikan SD, SMP dan SMA.
Seperti yang sudah saya katakan tadi, sosialisasi dilaksanakan di tiap zone
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kecamatan sesuai jadwal dan pedoman pusat. (Wawancara tanggal 28 Juni
2013)

Terkait permasalahan dana dalam sosialisasi, penyampaian informasi juga
sangat tergantung kondisi di lapangan. Hal ini disampaikan oleh Drs. M. Taufik,
M.Si jabatan Kasi PMPTK SMA/SMK,

“Jujur saja, untuk masalah sarana dalam penyampaian informasi kami

sangat tergantung kondisi di lapangan. Karena memang kami tidak ada

dana khusus untuk pelaksanaan sertifikasi ini. Kalau pas ada jadwal
pelaksanaan  sosialisasi, kami koordinasi di lapangan untuk

mempersiapkan tempat, LCD dan komputer.” (Wawancara tanggal 28

Juni 2013)

Dalam penyampaian informasi, pelaksanaan sosialisasi sertifikasi guru
SD, SMP dan SMK di Kabupaten Sumbawa menggunakan media yang beragam.
Selain itu dinas juga menyediakan papan informasi pelaksanaan sertifikasi.
Bahkan seperti yang dituturkan oleh Drs. M. Taufik, M.Si jabatan Kasi PMPTK
SMA/SMK Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa,

”"media yang digunakan dalam sosialisasi yakni Koran local, Internet dan

penyebaran buku-buku pedoman sertifikasi” ( wawancara tanggal 28 Juni

2013)

Hasil observasi peneliti pada saat pengumpulan berkas portofolio awal,
masih ada guru SD, SMP dan SMA/SMK yang kebingungan terutama guru SD
yang swasta tentang kepastian persyaratan masa kerja. Informasi tentang
persyaratan masa kerja tiap tahun berubah-rubah. Meskipun dalam Buku 2 tentang
Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan melalui Penilaian Portofolio, telah jelas
mengatur tentang persyaratan masa kerja minimal bagi guru yang berhak
mengikuti sertifikasi namun kenyataan di lapangan masih ada guru yang nekat

mengajukan diri ikut sertifikasi dengan masa kerja masih 2 tahun. Kesalahan kecil

juga terjadi pada saat pengisian nomer antara lain Nomor Induk Pagawai (NIP),
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Nomer Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dan penulisan bidang

studi. Namun hal ini tidak terlalu mengganggu proses pelaksanaan sertifikasi.
Kesadaran para guru SD, SMP dan SMA/SMK bahwa kalau sudah

tersertifikasi maka diakui profesionalismenya serta mendapatkan tunjangan

profesi menjadi faktor pendukung dalam komunikasi pelaksanaan sertifikasi ini.

d). Karakteristik Badan Pelaksana

Pelaksanaan sertifikasi guru SD, SMP dan SMA/SMK di Kabupaten
Sumbawa tentunya harus didukung oleh adanya perangkat organisasi sesuai
dengan kebutuhan dan berkinerja baik. Dalam pelaksanaan sertifikasi guru di
Kabupaten Sumbawa sangat didukung dengan adanya komitmen yang tinggi dari
unsur pimpinan dan semua staf yang terlibat harus bekerja secara proporsional.
Pembagian kerja berjalan baik sehingga mereka mampu menyelesaikan
tanggungjawabnya sesuai yang dijadwalkan.

Koordinasi internal yaitu dalam kepanitiaan sertifikasi Kabupaten
Sumbawa berjalan baik. Hal ini ditegaskan oleh Kabid PMPTK yang saat itu di
pimpin oleh Syahril,Spd yang saat ini menjabat selaku Sekretaris Dinas
Pendidikan Nasional,

”Dalam pelaksanaan sertifikasi guru di Kabupaten Sumbawa Koordinasi

dengan lembaga penyelenggara ke dalam atau antar panitia sertifikasi

Kabupaten Sumbawa berjalan baik. Bapak Kepala Dinas, juga sering

memberikan arahan dan motivasi untuk suksesnya pelaksaanan sertifikasi

dan diharapkan kepada kami untuk memperhatikan jadwal terakhir

pengumpulan berkas. ” (Wawancara tanggal 28 Juni 2013)

Begitu juga dengan koordinasi eksternal Dinas Pendidikan Nasional

Kabupaten Sumbawa dengan LPTK, LPMP maupun dinas pendidikan propinsi.

Kesatuan perintah berjalan sesuai yang diharapkan dengan mengacu pada struktur
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organisasi pelaksana sertifikasi guru tingkat Kabupaten Sumbawa. Jika dalam
pelaksanaan sertifikasi menemui masalah maka para pelaksana bisa mengacu pada
buku pedoman atau konsultasi dengan lembaga terkait.
Dengan memenuhi standar prosedur operasional (SPO) dalam buku
pedoman pelaksanaan sertifikasi guru SD, diharapkan keberhasilan sertifikasi
guru SD, SMP dan SMA/SMK mengalami peningkatan, sebagaimana

digambarkan pada tabel berikut:
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Tabel 4.2
Data Sertifikasi Guru dan Pengawas Kabupaten Sumbawa
Tahun 2006 s/d 2012
TK SD/SLB SMP SMA/SMK
NO | TAHUN Portofolio | PLPG | Portofolio | PLPG | Portofolio | PLPG | Portofolio | PLPG JUMLAH | KETERANGAN
Jumlah pengawas
1. 2006 10 6 17 - 17 - - - 50 TK/SD dan
Rumpun yang
2. 12007 14 - 100 - 74 - 60 3 251 telah )
tersertifikasi : 37
3. | 2008 ] 4 46 3 55 87 19 41 255 orang
4. |2009 - 3 107 35 6 16 5 20 192
5. |2010 2 7 71 20 16 32 12 40 200
6. 12011 - 26 - 597 - 86 - 35 744
7. 12012 - 8 - 102 - 27 - 45 182
Jumlah 22 58 341 757 168 248 96 184 1874

Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa.
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Tahun 2006 baru mencapai 50 orang guru yang dinyatakan lulus
memperoleh sertifikasi, terjadi peningkatan tahun 2007 berjumlah 251 orang guru
yang dinyatakan lulus memperoleh sertifikasi melalui portofolio. Pada tahun 2007
ini terjadi penumpukan berkas yang harus diteliti dan diperiksa oleh panitia
pelaksana sertifikasi dan bahkan pada waktu itu para pelaksana dalam
melaksanakan verifikasi berkas membutuhkan waktu lembur untuk menyelesaikan
pekerjaannya. Pada tahun 2008 metode sertifikasi dilakukan dengan metode
portofolio dan PLPG, jumlah guru yang memperoleh setifikasi sebanyak 255
orang. Pada tahun 2009 terjadi penurunan, hal ini sebabkan karena diantara guru
yang ada telah dipersiapkan bertahap sesuai dengan kouta yang diberikan oleh
Kementrian Pendidikan Nasional, sehingga pada tahun 2009 terdapat 192 orang
guru yang memperoleh sertifikasi dan pada tahun 2010, 2011 dan 2012 masing-
masing berjumlah 200, 744 dan 182. Hal ini diakui oleh Sekretaris Dinas
Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa, Syahril,Spd

”Sertifikasi guru dari tingkat SD sampai dengan SMA/SMK telah berjalan

dengan baik sesuai dengan kouta yang telah diberikan oleh Kementerian

Pendidikan Nasional, kami memenuhi jadwal yang ditetapkan oleh LPTK

dalam pengumpulan berkas. Namun jumlah peserta yang lulus sertifikasi

pada tahun 2006, 2009, dan 2010 belum sesuai dengan apa yang

diharapkan.” (Wawancara tanggal 28 Junii 2013)

Disini berarti bahwa walaupun guru sudah memenuhi persyaratan untuk
bisa lulus sertifikasi, tapi karena terbentur dengan jumlah kouta yang diberikan
oleh pusat, terpaksa tidak bisa lulus sertifikasi.

¢). Kondisi sosial, ekonomi dan politik
Guru dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Sumbawa dijadikan

panutan oleh masyarakat. Segala prilaku selalu menjadi contoh dalam bertindak

dan mempunyai status sosial tersendiri dalam masyarakat. Selain itu kegiatan di
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masyarakat dalam penilaian portofolio juga dapat dijadikan sebagai nilai tambah
nilai akademiknya. Hal ini memiliki implikasi bahwa apabila nanti seorang guru
yang sudah lulus sertifikasi maka guru tersebut sudah diakui profesionalitasnya
perannya di masyarakat juga akan semakin baik. Sambutan dari masyarakat
terhadap program sertifikasi guru juga baik. Hal ini dibenarkan oleh para guru
peserta sertifikasi,

”Kalau ada guru yang sudah bersertifikasi selalu diberikan penghormatan

khusus oleh masyarakat berupa ucapan selamat.” (wawancara 28 Juni

2013)

Sementara itu, tunjangan profesi sebesar 1 kali gaji pokok yang diterima
para guru yang lulus sertifikasi juga akan membawa dampak kecemburuan sosial.
Kecemburuan ini bukan saja dialami oleh pegawai non guru namun juga sesama
guru yang belum mendapat kesempatan mengikuti sertifikasi. Hal ini seperti yang
diungkapkan oleh beberapa guru yang telah lulus sertifikasi,

”Sikap teman kadang lain atau sinis. Tapi semua juga memacu semangat

yang belum bersertifikasi, sehingga terpacu untuk kuliah untuk memenuhi

syarat sertifikasi”. (wawancara 28 Juni 2013)

Guru yang lain juga mengungkapkan,

”Tidak hanya non guru, sesama guru juga terdapat kecemburuan bila ada
guru yang belum bersertifikasi.” (wawancara 6 Agustus 2013)

Namun para guru yang telah lulus sertifikasi ini juga mampu menanggapi

dengan positif dengan cara meningkatkan kualitas dan profesionalisme mereka,
”Kalau ada seloroh dari teman-teman kan bisa kita tanggapi dengan
positif. Dengan memberikan dorongan ke teman-teman agar ikut kuliah.”
(wawancara 28 Juni 2013)

Selanjutnya lebih jauh pengaruh sosial dan politik terhadap sertifikasi guru

dalam jabatan terlihat dari dukungan DPR Kabupaten Sumbawa, kondisi tersebut
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dapat dilihat dari hasil wawancara dengan seorang pejabat di Dinas Pendidikan
Nasional Kabupaten Sumbawa, mengemukakan sebagai berikut :

“pada saat kami dipanggil ke Jakarta untuk mengikuti rapat, seorang
anggota DPR mengatakan bahwa: guru jangan terlalu dipersulit dengan
berbagai persyaratan yang ada untuk mengikuti sertifikasi guru, beri
keringanan dan segera cairkan tunjangan profesinya agar para guru dapat
meningkatkan kesejahteraannya. Bertolak dari anggapan tersebut kami di
Dinas Kabupaten Sumbawa memberi sedikit keringanan pada guru dengan
cara tidak mempersoalkan apakah para guru bersangkutan membuat karya
ilmiah dan persyaratan-persyaratan lain seperti yang ada pada dokumen
portofolio.”(wawancara tanggal 28 Juni 2013)

Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa terjadi suatu teloransi
pada tingat kualitas dan profesionalitas guru seperti yang ditentukan atau menjadi
tujuan dari program sertifikasi guru itu sendiri yaitu dengan adanya kualitas,
profesionalisme. Berikut kutipan hasil wawacara dengan kepala Bidang PMPTK
pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa, antara lain:

“Sertifikasi guru sebagai salah satu upaya meningkatkan mutu dan

kesejahteraan guru, meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen

pembelajaran serta diharapkan berdampak peningkatan mutu pembelajaran
dan mutu pendidikan secara berkelanjutan, agaknya masih membutuhkan
suatu proses yang panjang. Hal ini masih ditemukan dilapangan, bahwa
banyak guru peserta sertifikasi dalam penyusunan portofolionya terlihat
adanya indikasi manipulasi data, misalnya sertifikat/piagam dan masih
ditemukan kemampuan/kompetensi guru khususnya kompetensi
pedagogik dan kompetensi professional dibawah performance yang

diinginkan.(wawancara tanggal 28 Juni 2013).

Berdasarkan uraian diatas sertifikasi guru berdampak sangat besar
terhadap tingkat kemampuan dan motivasi guru dalam mengembangkan kualitas
serta tidak jarang sertifikasi guru ini menimbulkan pengaruh negatif terhadap
profesionalisme guru.

f). Kecenderungan Implementor

Suatu kebijakan akan berhasil secara efektif dan efisien jika para

pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan
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mempunyai kemampuan untuk implementasi kebijakan tersebut, tetapi mereka
juga harus mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.
Sikap para pelaksana sertifikasi guru SD, SMP dan SMA/SMK di Kabupaten
Sumbawa ini sangat baik dan mendukung sebagaimana diungkapkan oleh Kepala
Seksi PMPTK SMA/SMK, Drs. M. Taufik, M.Si

”Kinerja staf pelaksana sertifikasi baik PNS dan tenaga kontrak pada

umumnya baik. Meski tanpa mendapat insentif mereka kerja sampai

lembur untuk mengurusi berkas portofolio para guru. Dalam menghadapi
segala persoalan dalam pemberkasan, mereka juga saya nilai sabar

meskipun capek luar biasa.” (Wawancara 28 Juni 2013)

Mereka sanggup kerja lembur untuk mengadministrasikan dokumen
portofolio yang disusun guru beserta kelengkapan lainnya. Pekerjaan mereka yang
lain adalah membuat rekapitulasi peserta sertifikasi untuk selanjutnya
menyerahkan dokumen portofolio dan rekapitulasi tersebut kepada Rayon LPTK
penyelenggara sertifikasi. Selain itu mereka juga harus menyerahkan rekapitulasi
tersebut kepada dinas pendidikan provinsi untuk direkap menjadi peserta
sertifikasi tingkat provinsi. Dalam menghadapi segala persoalan dalam
pemberkasan maupun keluhan dari para guru tentang kekurang jelasan informasi
sertifikasi guru SD, mereka tetap bersikap sabar.

Hal ini diakui oleh salah seorang guru yang telah tersertifikasi,

“mereka pada umumnya baik, kalaupun terlontar kata-kata yang tidak enak

didengar, itu hal yang wajar karena banyaknya berkas yang harus diperiksa

dan belum lagi para guru yang tidak sabar untuk segera dilayani, kami

tidak menjumpai adanya keluhan dari rekan-rekan guru..” (wawancara 28

Juni 2013)

Kepatuhan para pelaksana diwujudkan dalam bentuk komitmen yang baik

untuk menyelesaikan tugasnya bahkan sering bekerja sampai malam. Komitmen
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yang baik dari para pelaksana ini diakui oleh salah satu guru yang belum lulus
sertifikasi,

“kami mendapat penjelasan yang jelas, karena kami tidak dapat lulus

melalui jalur portofolio, maka kami dianjurkan melalui jalur PLPG dan

kami difasilitasi mengunakan jalur tersebut.” (wawacara 28 Juni 2013)
Guru lainnya menambahkan,

”Data kami sering kali salah dalam pengisiannya, staf diknas sangat

membantu dan bahkan memeriksa satu persatu sehingga semuanya

diperiksa sampai telah dianggap benar. Kalau tidak diperiksa nanti berkas

kami akan kembali katanya.” (Wawancara 28 Juni 2013)

Terkait banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan para pelaksana maka
perlu adanya pemberian insentif. Untuk melaksanakan kebijakan pemerintah
tentang sertifikasi guru ini jam kerja mereka menjadi bertambah di atas rata-rata.
Pihak pelaksana sudah berusaha mengajukan usulan uang lembur namun menemui
kesulitan dalam pengadministrasiannya. Yang menarik adalah pengakuan para
guru SD, SMP dan SMA/SMK yang telah mengikuti sertifikasi. Mereka mengakui
bahwa meskipun bekerja tanpa insentif, para pelaksana tidak melakukan
pemungutan tidak resmi kepada para guru. Hal ini ditegaskan dari pernyataan
salah seorang guru yang telah mengikuti sertifikasi,

”saya tidak pernah memberikan uang jasa atau tanda rasa terima kasih

kepada staf diknas. Mereka sering menyatakan bahwa kami telah diberikan

mandate untuk membantu bapak/ibu sekalian.” (wawancara 28 Juni 2013)

Hal senada juga disampaikan oleh Kabid PMPTK yang saat itu di pimpin
oleh Drs. Syahril yang saat ini menjabat selaku Sekretaris Dinas Pendidikan
Nasional,

”Kami sangat mengingatkan kepada kepala seksi maupun staf untuk tidak

melakukan kegiatan yang tidak baik, kita inmi petugas yang diberikan

amanah untuk membantu para guru dalam program serfikasi ini. Saya

tidak mendapat laporan baik dari kalangan guru maupun masyarakat yang
mengadukan adanya praktek suap atau sejenisnya. Kasarnya minta uang
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jasa untuk pengurusan sertifikasi, hal ini berlangsung sampai sekarang.”
(Wawancara 28 Juni 2013)

Dari pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa tidak ada istilah balas jasa
yang dilakukan oleh staf di Dinas Pendidikan Nasional yang telah memberikan

pelayanan kepada guru dalam pengurusan sertifikasi.

g. Pembahasan Hasil Penelitian

Kebijakan sertifikasi guru adalah suatu pilihan tindakan pemerintah dalam
rangka memberdayakan profesi guru dan peningkatan kualitas pendidikan di
Indonesia melalui uji kualitas akademik dan kompetensi pendidik dalam rangka
pemberian penghargaan kepada guru. Penghargaan tersebut bersifat materi berupa
pemberian tunjangan profesi sebesar 1 kali gaji pokok. Kebijakan tersebut
selanjutnya harus diimplementasikan karena implementasi kebijakan merupakan
faktor yang paling penting bagi keberhasilan sebuah kebijakan. Tanpa
diimplementasikan kebijakan publik hanya akan menjadi dokumentasi belaka.
Disamping itu, hal lain yang penting juga dalam implementasi kebijakan adalah
tidak semua kebijakan yang telah diambil dan disahkan oleh Pemerintah dengan
sendirinya akan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan kebijakan itu. Begitu
juga dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru yang merupakan pelaksanaan
kebijakan pemerintah dalam dunia pendidikan. Implementasi kebijakan ini
melibatkan berbagai institusi pemerintah yaitu Ditjen Dikti, Ditjen PMPTK,
LPTK, LPMP, Dinas Pendidikan Provinsi, dan Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota.

Kebijakan sertifikasi guru telah direkomendasikan untuk dipilih oleh

policy maker bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam
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implementasinya. Keberhasilan implementasi kebijakan sertifikasi guru di
Kabupaten Sumbawa ditentukan oleh banyak faktor dan masing-masing faktor
tersebut saling berhubungan satu sama lain. Implementasi kebijakan sertifikasi
guru di Kabupaten Sumbawa secara umum berjalan baik.
a. UKkuran-ukuran dasar dan tujuan Kebijakan

Pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan di Kabupaten Sumbawa
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 18
Tahun 2007 bahwa sertifikasi guru dalam jabatan melalui penilaian portofolio,
maka untuk dapat meningkatkan kelulusan uji sertifikasi guru dibutuhkan
kerjasama yang baik dari semua pihak yang terkait. Mulai perlahan-lahan,
penggunaan portofolio harus disosialisasikan secara cermat, baik mengenai
pembuatan isi, bentuk dan penggunaannya.. Dalam hal portofolio digunakan
sebagai alat untuk mensertifikasi guru di Indonesia, juga membutuhkan persiapan,
sosialisasi terutama kepada guru yang hendak disertifikasi tersebut. Perlu dibuat
rambu-rambu yang jelas tentang isi, bentuk dan penilaian yang dilakukan terhadap
portofolio tersebut. Model penilaian portofolio perlu dibuat dan diberikan kepada
guru sebelum guru tersebut diminta membuat portofolio mereka telah melihat,
mempelajari model portofolio yang ideal sebagai model.

Hal lain adalah perlunya ditingkatkan kendali kepala sekolah di Kabupaten
Sumbawa terhadap penyelesaian dokumen portofolio, perlunya ditingkatkan
keterbukaan dan keadilan dalam penentuan rangking calon peserta, serta perlunya
ditingkatkan efektivitas sosialisasi dan koordinasi dinas dengan sekolah dan guru
tentang pengumpulan portofolio. Dengan demikian, keterlibatan guru yang

bersangkutan, kepala sekolah, dan dinas kabupaten/kota atau provinsi, serta asesor
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secara total sangatlah berarti bagi kelancaran dan kualitas pelaksanaan sertifikasi
guru di Kabupaten Sumbawa.

Dengan berbagai perbaikan yang dapat dilakukan, diharapkan ke depan
proses sertifikasi guru dapat berlangsung lebih baik sehingga efektivitas dan
efisiensi pelaksanaan sertifikasi guru dapat meningkat secara berarti. Dengan
demikian, dapat diharapkan bahwa setiap guru yang bersertifikat pendidik mampu
menunjukkan kinerjanya yang lebih profesional, bertanggung jawab, dan
produktif. Jika ini bisa dipenuhi, pada akhirnya dapat berdampak terhadap
peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

b. Sumber-sumber pendukung pelaksanaan kebijakan

Van Meter dan Horn dalam Subarsono (2005: 100) menjelaskan bahwa
implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia
(human resources) maupun sumberdaya non-manusia ( non-human resources).
Faktor sumber daya sebagai salah satu penentu keberhasilan implementasi
kebijakan sertifikasi guru di Kabupaten Sumbawa. Faktor ini meliputi staf,
informasi, wewenang dan fasilitas. Kurang terpenuhinya sumber-sumber ini
berarti ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tidak akan menjadi kuat, pelayanan
tidak akan diberikan dan pengaturan yang rasional tidak dapat dikembangkan.

Komponen yang pertama adalah staf. Menurut pendapat Edwards dalam
Budi Winarno (2002: 132), staf merupakan sumber yang paling penting dalam
melaksanakan kebijakan. Namun, jumlah tidak selalu mempunyai efek positif bagi
implementasi kebijakan. Sejalan dengan hal itu, meskipun dari segi jumlah

pelaksana sertifikasi guru di Kabupaten Sumbawa tidak terlalu banyak namun
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dengan bekal kemampuan yang dimiliki maka mereka mampu menyelesaikan
pekerjaan tersebut.

Hal lain yang harus ada dalam sumber daya adalah kewenangan untuk
menjamin atau meyakinkan bahwa kebijakan yang diimplementasikan adalah
sesuai dengan yang mereka kehendaki. Dalam pelaksanaan sertifikasi guru di
Kabupaten Sumbawa, Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa mampu
menjalankan wewenang secara efektif.

Dalam Permendiknas Nomor 18 tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru
dalam Jabatan disebutkan bahwa sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilaksanakan
melalui uji kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio alias penilaian
kumpulan dokumen yang mencerminkan kompetensi guru, dengan mencakup 10
(sepuluh) komponen yaitu : (1) kualifikasi akademik, (2) pendidikan dan
pelatihan, (3) pengalaman mengajar, (4) perencanaan dan pelaksanaan
pembelajaran, (5) penilaian dari atasan dan pengawas, (6) prestasi akademik, (7)
karya pengembangan profesi, (8) keikutsertaan dalam forum ilmiah, (9)
pengalaman organisasi di bidang pendidikan dan sosial, dan (10) penghargaan
yang relevan dengan bidang pendidikan. Jika kesepuluh komponen tersebut telah
dapat terpenuhi secara obyektif dengan mencapai skor minimal 850 atau 57% dari
perkiraan skor maksimum (1500), maka yang bersangkutan bisa dipastikan untuk
berhak menyandang predikat sebagai guru profesional, beserta sejumlah hak dan
fasilitas yang melekat dengan jabatannya. Namun, untuk memenuhi batas minimal
57 % saja ternyata tidak semudah yang dibayangkan, sejumlah permasalahan
masih banyak ditemui. Permasalahan tidak hanya dirasakan oleh para guru yang

belum memiliki kualifikasi D4/S1 saja, yang jelas-jelas tidak bisa diikutsertakan,
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tetapi bagi para guru yang sudah berkualifikasi D4/S1 pun tetap akan menjumpai
sejumlah persoalan, terutama kesulitan guna memenuhi empat komponen lainnya,
yaitu komponen : (1) pendidikan dan pelatihan, (2) keikutsertaan dalam forum
ilmiah, (3) prestasi akademik, dan (4) karya pengembangan profesi. Saat ini,
keempat komponen tersebut belum sepenuhnya dapat diakses dan dikuasai oleh
setiap guru, khususnya bagi guru-guru yang berada jauh dari pusat kota.
Frekuensi kegiatan pelatihan dan pendidikan, forum ilmiah, dan momen-momen
lomba akademik relatif masih terbatas. Begitu juga budaya menulis, budaya
meneliti dan berinovasi belum sepenuhnya berkembang di kalangan guru di
Kabupaten Sumbawa. Semua ini tentu akan menyebabkan kesulitan tersendiri
bagi para guru tersebut untuk meraih poin dari komponen-komponen tersebut. Di
sinilah dituntut kreativitas dan inovasi Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten
Sumbawa untuk ikut berperanan aktif menyediakan sarana bagi guru untuk
menunjukkan kemampuan ilmiahnya karena faktor karya dan kegiatan ilmiah
merupakan titik rawan bagi guru dalam mengumpulkan nilai untuk bisa lolos
sertifikasi.

Selain itu syarat sertifikasi dianggap memberatkan para guru, karena para
guru dituntut pula melengkapi syarat-syarat administratif sebagai dasar perolehan
poin untuk lulus vjian sertifikasi. Seperti poin dalam uji kompetensi sosial, yakni
para guru harus mendapat pengakuan lingkungan domisili sebagai anggota
masyarakat yang aktif dalam kegiatan lingkungan RT/kelurahan/PKK, dan lain-
lain. Persoalan lain yang dihadapi antara lain adalah kondisi fisik para guru,
keluarga, keuangan, dan terganggunya proses pendidikan di sekolah tempat guru

yang bersangkutan mengajar.
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Mengingat dalam proses sertifikasi guru masih banyak ditemui berbagai
hambatan maka seyogyanya Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan jajarannya
sesegera mungkin merespon dan mengantisipasi dengan memberikan fasilitas dan
pelayanan yang baik kepada semua guru yang akan menghadapi uji sertifikasi
guru.

¢. Komunikasi dan koordinasi antar lembaga pelaksana

Faktor pertama yang mempengaruhi implementasi kebijakan sertifikasi
guru di Kabupaten Sumbawa adalah Komunikasi dan koordinasi antar lembaga
pelaksana meliputi transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Informasi tentang
pelaksanaan sertifikasi guru seperti yang dalam buku pedoman pelaksanaan
sertifikasi harus diteruskan kepada personil. Tentu saja komunikasi harus akurat
dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. Keakuratan informasi
ini menjadi hal yang mutlak dikuasai oleh personil pelaksana karena mereka harus
menyampaikan kembali kepada sasaran kebijakan sertifikasi ini yaitu para guru di
Kabupaten Sumbawa. Para pelaksana mampu menyampaikan informasi yang
berisi materi antara lain: (1) prosedur dan tatacara pendaftaran, (2) prosedur dan
tatacara sertifikasi guru dalam jabatan, (3) peranan lembaga -lembaga terkait
(dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, LPTK penyelenggara, LPMP), (4)
syarat mengikuti serifikasi, (5) prosedur penyusunan portofolio dan penjelasan
tentang rubric portofolio, dan (6) jadwal penyerahan dokumen portofolio.

Selanjutnya, konsistensi dalam komunikasi sertifikasi guru juga baik.
Dengan memakai acuan buku pedoman maka para pelaksana mampu menjaga
kekonsitenan informasi dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Kejelasan

merupakan aspek yang menjadi permasalahan dalam komunikasi informasi
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kebijakan sertifikasi guru di Kabupaten Sumbawa. Permasalahan ini antara lain
mengenai persyaratan masa kerja guru, format portofolio dan format Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Hal ini disebabkan sebagian besar pelaksana
adalah staf struktural dinas pendidikan memiliki keterbatasan pengetahuan tentang
konsep portofolio dan teknis penyusunannya.

Mengenai persyaratan masa kerja, masa kerja merupakan salah satu
kriteria dalam penentuan guru calon peserta sertifikasi dalam jabatan. Kriteria
penentuan guru calon peserta sertifikasi dalam jabatan setelah memenuhi
persyaratan S1/D4 adalah: (1) masa kerja/pengalaman mengajar, (2) usia, (3)
pangkat/golongan (bagi PNS), (4) beban mengajar, (5) jabatan/tugas tambahan,
dan (6) prestasi kerja.

Terkait penyusunan portofolio yang merupakan dokumen atau bukti fisik
yang menggambarkan pengalaman berkarya/prestasi yang dicapai selama
menjalankan tugas profesi sebagai guru dalam interval waktu tertentu, maka guru
sendiri harus meningkatkan wawasan dan pemahamannya terhadap penyelesaian
portofolionya sehingga isi dokumennya dapat dijamin kevalidannya. Dokumen ini
terkait dengan unsur pengalaman, karya, dan prestasi selama guru yang
bersangkutan menjalankan peran sebagai agen pembelajaran. Keefektifan
pelaksanaan peran sebagai agen pembelajaran tergantung pada tingkat kompetensi
guru yang bersangkutan, yang mencakup kompetensi kepribadian, kompetensi
pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Fungsi portofolio
dalam sertifikasi guru dalam jabatan adalah untuk menilai kompetensi guru
sebagai agen pembelajaran. Kompetensi pedagogik dinilai antara lain melalui

dokumen kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar,
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perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Kompetensi kepribadian dan
kompetensi social dinilai antara lain melalui dokumen penilaian dari atasan dan
pengawas. Kompetensi professional dinilai antara lain melalui dokumen
kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar,
perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, prestasi akademik, dan karya
pengembangan profesi.

Penilaian portofolio guru adalah penilaian terhadap kumpulan dokumen
yang mencerminkan rekam jejak prestasi guru dalam menjalankan tugasnya
sebagai agen pembejalaran, sebagai dasar untuk menentukan tingkat
profesionalitas guru yang bersangkutan.

d. Karaksteristik Badan Pelaksana

Struktur birokrasi dalam pelaksanaan sertifikasi guru di Kabupaten
Sumbawa meliputi efektifitas struktur organisasi, pembagian kerja, koordinasi,
dan standar keberhasilan. SOP yang digunakan mengacu pada buku pedoman
yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional yaitu Buku 2 Pedoman
Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Melalui Penilaian Portofolio. Efektifitas struktur
organisasi pelaksana sertifikasi Kabupaten Sumbawa termasuk baik.

Edwards menjelaskan salah satu aspek-aspek struktural paling mendasar
dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja ukuran dasarnya (Standart
Operating Procedures/SOP). Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat
memanfaatkan waktu yang tersedia.

Struktur organisasi yang sederhana menyebabkan aktivitas implementasi
menjadi fleksibel. Efektifitas ini ditandai dengan adanya hubungan hierarkhi dan

pembagian tanggung jawab yang tegas di antara personel. Untuk menjamin
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pelaksanaan pekerjaan maka dilakukan pembagian kerja dan dibarengi dengan
pengawasan yang efektif. Pembagian kerja ini mengacu pada tugas yang harus
dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa sesuai Buku
2. Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Melalui Penilaian Portofolio.

Terkait standar keberhasilan implementasi kebijakan sertifikasi guru di
Kabupaten Sumbawa adalah pemenuhan kuota. Penetapan kuota peserta
sertifikasi antara guru PNS dan guru non-PNS atau swasta juga harus dilakukan
secara proporsional, sesuai dengan perimbangan jumlah guru yang ada di
Kabupaten Sumbawa. Penetapan secara proporsional sejak dari awal akan
memperlancar proses pengumpulan berkas sehingga tidak ada pengisian
kekurangan kuota. Pengisian kekurangan kuota terkadang dilakukan secara
mendadak sehingga banyak guru yang tidak siap.

e. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Menurut Van Meter dan Horn, lingkungan sosial ekonomi mencakup
sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan
implementasi  kebijakan, sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan
memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan
yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di
lingkungan (Subarsono, 2005: 101). Dalam PP RI No. 19/2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan Pasal 28 dijelaskan bahwa pendidik adalah agen
pembelajaran yang harus memiliki empat jenis kompetensi, yakni kompetensi
pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial.

Dalam konteks itu, maka kompetensi guru dapat diartikan sebagai

kebulatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diwujudkan dalam bentuk
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perangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang
guru untuk memangku jabatan guru sebagai profesi. Dalam hal kompetensi sosial
maka pendidik harus memiliki kemampuan sebagai bagian dari masyarakat untuk
berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik,
tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Kompetensi sosial yang harus dimiliki guru profesional dalam Standar
Nasional Pendidikan tersebut sejalan dengan status sosial kebanyakan guru di
Kabupaten Sumbawa. Status sosial kebanyakan guru di Kabupaten Sumbawa
setara dengan tokoh-tokoh formal dan informal yang berada di desa. Para guru
tersebut merupakan kelompok intelektual pada masyarakat desa. Mereka banyak
terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan. Kondisi sosial di masyarakat yang
menempatkan guru sebagai panutan tersebut mendukung pelaksanaan sertifikasi
guru di Kabupaten Sumbawa.

Sejalan dengan dinamika masyarakat, tuntutan terkait perbaikan
pelaksanaan sertifikasi yang ada tentu tidak dapat dihindari begitu saja. Sehebat
apa pun upaya yang terus dilakukan untuk perbaikan pelaksanaan sertifikasi guru
tetap saja potensial akan terus menyisakan masalah sehingga diperlukan pikiran
kreatif untuk terus mencari solusi yang lebih kontekstual. Yang jelas, hakikat dari
sertifikat guru adalah bagaimana guru mengubah perilaku dari budaya rutinitas
menjadi budaya akademis, sadar atas profesinya, melakukan kegiatan untuk
meningkatkan kompetensi sebagai guru, kreatif dan inovatif. Pada akhirnya
diharapkan akan berpengaruh terhadap kualitas pendidikan sehingga peserta didik
yang dihasilkan mampu kompetitif, tidak saja di tingkat lokal tapi juga di tingkat

global.
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f. Kecendrungan Implementor

Kecenderungan pelaksana merupakan faktor ketiga dalam implementasi
kebijakan yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan
yang efektif. Menurut Edwards dalam Budi Winamo (2002: 143), terkait
kecendrungan implementor, ada kebijakan yang dilaksanakan secara efektif,
namun kebijakan-kebijakan lain mungkin akan bertentangan secara langsung
dengan pandangan-pandangan pelaksana kebijakan atau kepentingan-kepentingan
pribadi atau organisasi dari para pelaksana.

Dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru di Kabupaten Sumbawa,
kecenderungan implementor ini meliputi sikap pelaksana, tingkat kepatuhan
pelaksana dan pemberian insentif. Secara umum kecenderungan implementor
adalah baik sehingga mereka dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti
yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Para pelaksana kebijakan sertifikasi ini
memiliki sikap atau perspektif yang mendukung kebijakan sehingga proses
implementasi kebijakan berjalan efektif. Kecenderungan atau karakteristik yang
dimiliki oleh para pelaksana ini terwujud seperti komitmen dan kejujurannya.
Meskipun dalam pelaksanaan tugas, mereka tidak mendapatkan insentif khusus
namun tidak ditemui adanya penarikan pungutan tidak resmi kepada para guru
peserta sertifikasi. Hal ini berbeda dari beberapa kasus yang terjadi di daerah.
Beberapa sumber menyebutkan sertifikasi guru di beberapa daerah rawan
penyelewengan mulai dari proses seleksi dokumen hingga proses cairnya dana
kesejahteraan para guru yang telah lulus sertifikasi. Hal ini bisa terjadi karena

penentuan guru yang berhak mengikuti program sertifikasi dilakukan oleh tingkat
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daerah yaitu dinas pendidikan kabupaten/kota dan penentuan tersebut ternyata
subjektif.

Terkait banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan para pelaksana
sertifikasi guru di Kabupaten Sumbawa maka perlu adanya pemberian insentif
karena jam kerja mereka menjadi bertambah di atas rata-rata. Dalam penentuan
peserta sertifikasi guru di Kabupaten Sumbawa, selain menggunakan acuan buku
pedoman yaitu Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta, pihak Dinas Pendidikan
Nasional Kabupaten Sumbawa juga memiliki kecenderungan tertentu.
Kecenderungan tersebut antara lain memprioritaskan guru yang mempunyai masa
kerja lebih lama. Dalam Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta, masa kerja minimal
adalah 5 tahun namun dinas memprioritaskan masa kerja diatas 10 tahun.
Pertimbangan yang digunakan oleh dinas untuk memutuskan ini adalah bahwa
guru dengan masa kerja yang lebih lama akan lebih berpengalaman dalam
melakukan pembelajaran dibanding dengan guru yang masih relatif baru. Oleh
karena itu, pengalaman kerja guru perlu mendapat penghargaan sebagai salah satu
komponen yang diperhitungkan dalam sertifikasi guru.

Langkah lain yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Sumbawa sebagai wujud komitmen yang baik dalam mendukung
kebijakan sertifikasi ini adalah melibatkan para kepala sekolah di Kabupaten
Sumbawa. Tanpa mengesampingkan tujuan sertifikasi dan kriteria penetapan
peserta sertifikasi, para kepala sekolah diminta memberikan kesempatan pada
semua guru untuk mengisi berkas sertifikasi dan kemudian menilai isian berkas
tersebut. Dengan cara seperti itu maka tingkat kelulusan peserta uji sertifikasi

guru dari Kabupaten Sumbawa akan meningkat.
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BAB YV

PENUTUP

A. KESIMPULAN
Berdasarkan maksud dan tujuan serta permasalahan yang diajukan dalam
penelitian ini, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru di Kabupaten Sumbawa dipengaruhi
oleh 6 (enam) indikator :

a. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan  meliputi: kualifikasi
pendidikan minimal S1/D4, masa kerja, jumlah jam mengajar dalam satu
minggu minimal 24 jam, kompetensi pedagogik, kompetensi professional,
kompetensi kepribadian, kompetensi sosial.

b. Sumber-sumber pendukung pelaksana kebijakan meliputi: sumber daya
manusia , dana/pembiayaan dan sarana/prasarana.

c. Komunikasi dan koordinasi antar lembaga pelaksana meliputi: komunikasi
antara pimpinan dengan staf, komunikasi dengan instansi vertikal/
horizontal, komunikasi dengan guru yang akan mengikuti sertifikasi.

d. Karakteristik badan pelaksana meliputi : struktur birokrasi, pembagian
kerja, tingkat pengawasan yang hirarki, standar operasional prosedur.

e. Kondisi sosial, ekonomi dan politik meliputi : dukungan dan individu,
dukungan dari organisasi dan dukungan dari partai politik.

f. Kecendrungan pelaksana (Implementor) meliputi : sikap dan prilaku yang

sopan, santun, ramah terhadap peserta sertifikast.
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2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan sertifikasi guru
dalam jabatan di Kabupaten Sumbawa antara lain :

a) Dukungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa terhadap peningkatan kualitas
guru masih rendahhal ini dapat dilihat dari jumlah pengalokasian
anggaran pada peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
melalui bidang PMPTK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumbawa,

b) Kesiapan implementor, merupakan salah satu factor yang mempengaruhi
implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan di Kabupaten
Sumbawa, jumlah staf yang ada belum sebanding dengan tingginya beban
kerja yang harus diselesaikan;

c) Sosialisasi program, dari hasil wawancara terkemukakan bahwa
penyampaian informasi yang dilakukan masih dirasakan kurang, dan
banyak diatara guru yang tidak mengerti/tidak mendapatkan informasi,
namun dalam pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan sangat
dipengaruhi oleh adanya dukungan yang kuat dari koordinasi antar
lembaga. UPTD sangat membantu para guru dalam memenuhi
persyaratan sertifikasi baik melalui jalur Fortofolio dan PLPG,

d) Sumber Daya Manusia (guru), pelaksanaan sertifikasi dalam jabatan juga
dipengaruhi oleh tingkat pendidikan para guru dimana sesuai data jumlah
guru yang belum memenuhi syarat pendidikan berjumlah 2.430 atau
61,41 % (persen) dari keseluruhan guru Kabupaten Sumbawa

€) Masa kerja guru, pada saat dimulai program sertifikasi guru juga menjadi

factor yang mempengaruhi sertifikasi guru di Kabupaten Sumbawa.

B. SARAN
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1. Perlunya dukungan dana dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk
peningkatan kualitas guru, karena berdasarkan data guru menurut jenis dan
tingkat pendidikan dari Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa,
dari 3.957 orang guru, baru 1.527 orang (38.59 %) yang sudah sarjana ,
sisanya masih 2.430 ( 61,41 %) orang guru yang belum memenuhi
kualifikasi pendidikan .

2. Kesiapan implementor perlu dievaluasi kembali terkait tingginya beban
kerja yang tidak sebanding dengan jumlah tenaga yang ada.

3. Sosialisasi program perlu ditingkatkan lagi, sehingga akses informasi dan
aksessibilitasi guru dapat terpenuhi.

4. Sumber Daya Manusia (guru) perlu ditingkatkan kualifikasi pendidikan

melalui program tugas belajar dan ijin belajar.
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PEDOMAN WAWANCARA
L Lembaga Pembuat/ Pelaksana Kebijakan :
A. Identitas
Nama
Umur
Jabatan
Alamat
B. Daftar Pertanyaan :
a. Ukuran — ukuran dasar dan tujuan —tujuan kebijakan
1. Sejauh mana tujuan dan manfaat kebijakan sertifikasi guru telah
terealisasi baik dari kuantitas maupun kualitas.
2. Apakah para implementor/ pelaksana sertifikasi guru dalam
menjalankan program sudah sesuai dengan ukuran dasar ?
b. Sumber —sumber pendukung pelaksanaan kebijakan
1. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap ketersediaan sumber
daya baik aparatur pelaksana kebijakan maupun fasilitas sarana
prasarana pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru?
2. Bagaimana sumber pendanaan dalam proses program kebijakan
sertifikasi bagi guru?
3. Apakah sarana dan prasarana yang ada mendukung
implementasi kebijakan sertifikasi guru?
4, Apakah sumber daya yang ada mendukung implementasi

kebijakan sertifikasi guru?
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5. Bagaimana peningkatan kualitas dan profesionalitas guru
dengan adanya kebijakan sertifikasi guru?

6. Permasalahan apa saja yang muncul dalam pelaksanaan
sertifikasi dan bagaimana solusi yang diambil dalam menjawab
permasalahan tersebut?

¢. Komunikasi dan koordinasi antar lembaga pelaksana

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang pelaksanaan /
implementasi kebijakan sertifikasi guru di Kabupaten
Sumbawa?

2. Bagaimana proses komunikasi antara pimpinan dan pelaksana
kebijakan sertifikasi guru selama ini?

3. Bagaimana koordinasi bagi pejabat-pejabat atasan (sebagai
pembuat kebijakan) dalam menginterpretasi tujuan dan manfaat
program sertifikasi guru?

4. Apa bentuk komunikasi yang dilakukan dalam implementasi
sertifikasi guru sampai kepada sasaran (guru) ?

5. Berapa kali sosialisasi teknis dilakukan sampai dengan
terdatanya dan terlaksananya sertifikasi guru?

6. Apakah ada guru yang meminta klarifikasi tentang hal-hal yang
berkaitan dengan sertifikasi profesinya?

7. Bagaimana koordinasi antar lembaga yang kompeten dalani

program tersebut?
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d. Karakteristik badan pelaksana
1. Apakah dalam menjalankan kebijakan, para pelaksana sudah
berkoordinasi baik secara vertikal maupun horisontal?
2. Apakah tingkat koordinasi dan tingkat pengawasan dalam
pelaksanaan sertifikasi guru sudah berjalan dengan baik?
e. Kondisi sosial, ekonomi dan politik
1. Apakah ada bentuk dukungan dari individu, organisasi lain
baik eksekutif maupun legislatif atau komite terhadap
sertifikasi guru?
2. Bagaimana bentuk dukungan finansiasl dari lembaga pelaksana
terhadap sasaran kebijakan (guru) ?
3. Bagaimana dominasi keputusan politik terhadap kebijakan
sertifikasi guru?
f. Kecendrungan implementor
1. Apakah ada penyimpangan —penyimpangan yang dilakukan
oleh implementor dalam mensiasati berbagai persyaratan yang
telah ditentukan dalam pelaksanaan sertifikasi guru?
2. Apakah dalam penyampaian bahan kelengkapan sertifikasi
sering dijumpai adanya penyalahgunaan wewenang dengan

cara memberikan kemudahan kepada guru-guru tertentu?
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II. Guru sebagai sasaran langsung (output) dari kebijakan
Guru yang sudah menerima sertifikat pendidik
a. ldentitas
Nama
Umur
Jabatan
Pendidikan
Masa kerja
Alamat
b. Daftar pertanyaan :
a. Ukuran — ukuran dasar dan tujuan —tujuan kebijakan
1. Sejauh mana tujuan dan manfaat kebijakan sertifikasi guru
telah terealisasi baik dari kuantitas maupun kualitas.
2. Apakah para implementor/ pelaksana sertifikasi guru dalam
menjalankan program sudah sesuai dengan ukuran dasar ?
b. Sumber —sumber pendukung pelaksanaan kebijakan
1. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap ketersediaan
sumber daya baik aparatur pelaksana kebijakan maupun
fasilitas sarana prasarana pelaksanaan kebijakan sertifikasi
guru?
2. Bagaimana sumber pendanaan dalam proses program
kebijakan sertifikasi bagi guru?
3. Apakah sarana dan prasarana yang ada mendukung

implementasi kebijakan sertifikasi guru?
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4. Apakah sumber daya yang ada mendukung implementasi
kebijakan sertifikasi guru?

5. Bagaimana peningkatan kualitas dan profesionalitas guru
dengan adanya kebijakan sertifikasi guru?

6. Bagaimana pendapat bapak/ibu bila guru mengajar tidak
sesuai dengan latar belakang pendidikannya?

7. Bagaimana dengan tunjangan profesi sebagai konsekuensi
dari profesionalitas bapak/ibu?

8. Bagaimana prestasi peserta didik bapak/ibu?

9. Permasalahan apa saja yang muncul dalam pelaksanaan
sertifikasi dan bagaimana solusi yang diambil dalam
menjawab permasalahan tersebut?

¢. Komunikasi dan koordinasi antar lembaga pelaksana

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang pelaksanaan /
implementasi kebijakan sertifikasi guru di Kabupaten
Sumbawa?

2. Bagaimana proses komunikasi antara pimpinan dan
pelaksana kebijakan sertifikasi guru selama ini?

3. Bagaimana koordinasi bagi pejabat-pejabat atasan (sebagai
pembuat kebijakan) dalam menginterpretasi tujuan dan
manfaat program sertifikasi guru?

4. Bagaimana koordinasi antar lembaga yang kompeten dalam
program tersebut?

5. Bagaimana akses bapak/ibu dalam proses sertifikasi?
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6. Bagaimana akses guru terhadap informasi dalam rekrutmen
calon penerima sertifikat pendidik.
7. Bagaimana akses guru terhadap informasi pendanaan
pelaksanaan sertifikasi.
d. Karakteristik badan pelaksana

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang sikap para pelaksana
kebijakan sertifikasi guru selama ini?

2. Apakah menurut bapak/ibu sikap aparatur pelaksana
kebijakan sertifikasi guru cenderung tidak bertanggung
jawab dalam pelaksanaan kebijakan?

3. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap para pelaksana
dalam memberikan pelayanan dalam memperoleh
sertifikasi?

4. Apakah dalam menjalankan kebijakan, para pelaksana sudah
berkoordinasi baik secara vertikal maupun horisontal?

5. Apakah tingkat koordinasi dan tingkat pengawasan dalam
pelaksanaan sertifikasi guru sudah berjalan dengan baik?

e. Kondisi sosial, ekonomi dan politik
1. Apakah ada bentuk dukungan dari individu, organisasi lain
baik eksekutif maupun legislatif atau komite terhadap
sertifikasi guru?
2. Bagaimana bentuk dukungan finansiasl dari lembaga

pelaksana terhadap sasaran kebijakan (guru) ?
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3. Bagaimana dominasi keputusan politik terhadap kebijakan
sertifikasi guru?
f. Kecendrungan implementor
1. Apakah ada penyimpangan —penyimpangan yang dilakukan
oleh implementor dalam mensiasati berbagai persyaratan
yang telah ditentukan dalam pelaksanaan sertifikasi guru?
2. Apakah dalam penyampaian bahan kelengkapan sertifikasi
sering dijumpai adanya penyalahgunaan wewenang dengan
cara memberikan kemudahan kepada guru-guru tertentu?
Guru yang belum menerima sertifikat pendidik.
A. Identitas
Nama
Umur
Jabatan
Pendidikan
Masa kerja
Alamat
B. Daftar pertanyaan :
a. Ukuran — ukuran dasar dan tujuan —tujuan kebijakan
1. Sejauh mana tujuan dan manfaat kebijakan sertifikasi guru telah
terealisasi baik dari kuantitas maupun kualitas.
2. Apakah para implementor/ pelaksana sertifikasi guru dalam
menjalankan program sudah sesuai dengan ukuran dasar ?

b. Sumber —sumber pendukung pelaksanaan kebijakan
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1. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap ketersediaan sumber
daya baik aparatur pelaksana kebijakan maupun fasilitas sarana
prasarana pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru?

2. Bagaimana sumber pendanaan dalam proses program kebijakan
sertifikasi bagi guru?

3. Apakah sarana dan prasarana yang ada mendukung
implementasi kebijakan sertifikasi guru?

4. Apakah sumber daya yang ada mendukung implementasi
kebijakan sertifikasi guru?

5. Bagaimana peningkatan kualitas dan profesionalitas guru
dengan adanya kebijakan sertifikasi guru?

6. Bagaimana pendapat bapak/ibu bila guru mengajar tidak sesuai
dengan latar belakang pendidikannya?

7. Bagaimana dengan tunjangan profesi sebagai konsekuensi dari
profesionalitas bapak/ibu?

8. Bagaimana prestasi peserta didik bapak/ibu?

9. Permasalahan apa saja yang muncul dalam pelaksanaan
sertifikasi dan bagaimana solusi yang diambil dalam menjawab
permasalahan tersebut?

¢. Komunikasi dan koordinasi antar lembaga pelaksana

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang pelaksanaan /

implementasi  kebijakan sertifikasi guru di Kabupaten

Sumbawa?
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2. Bagaimana proses komunikasi antara pimpinan dan pelaksana
kebijakan sertifikasi guru selama ini?

3. Bagaimana koordinasi bagi pejabat-pejabat atasan (sebagai
pembuat kebijakan) dalam menginterpretasi tujuan dan manfaat
program sertifikasi guru?

4. Bagaimana koordinasi antar lembaga yang kompeten dalam
program tersebut?

5. Bagaimana akses bapak/ibu dalam proses sertifikasi?

6. Bagaimana akses guru terhadap informasi dalam rekrutmen
calon penerima sertifikat pendidik.

7. Bagaimana akses guru terhadap informasi pendanaan
pelaksanaan sertifikasi.

d. Karakteristik badan pelaksana

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang sikap para pelaksana
kebijakan sertifikasi guru selama ini?

2. Apakah menurut bapak/ibu sikap aparatur pelaksana kebijakan
sertifikasi guru cenderung tidak bertanggung jawab dalam
pelaksanaan kebijakan?

3. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap para pelaksana dalam
memberikan pelayanan dalam memperoleh sertifikasi?

4. Apakah dalam menjalankan kebijakan, para pelaksana sudah
berkoordinasi baik secara vertikal maupun horisontal?

5. Apakah tingkat koordinasi dan tingkat pengawasan dalam

pelaksanaan sertifikasi guru sudah berjalan dengan baik?
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e. Kondisi sosial, ekonomi dan politik
1. Apakah ada bentuk dukungan dari individu, organisasi lain baik
eksekutif maupun legislatif atau komite terhadap sertifikasi
guru?
2. Bagaimana bentuk dukungan finansiasl dari lembaga pelaksana
terhadap sasaran kebijakan (guru) ?
3. Bagaimana dominasi keputusan politik terhadap kebijakan
sertifikasi guru?
f. Kecendrungan implementor
1. Apakah ada penyimpangan —penyimpangan yang dilakukan oleh
implementor dalam mensiasati berbagai persyaratan yang telah
ditentukan dalam pelaksanaan sertifikasi guru?
2. Apakah dalam penyampaian bahan kelengkapan sertifikasi
sering dijumpai adanya penyalahgunaan wewenang dengan cara

memberikan kemudahan kepada guru-guru tertentu?
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PEDOMAN WAWANCARA
L. Lembaga Pembuat/ Pelaksana Kebijakan :
A. Identitas
Nama
Umur
Jabatan
Alamat
B. Daftar Pertanyaan :
a. Ukuran — ukuran dasar dan tujuan —tujuan kebijakan
1. Sejauh mana tujuan dan manfaat kebijakan sertifikasi guru telah
terealisasi baik dari kuantitas maupun kualitas.
2. Apakah para implementor/ pelaksana sertifikasi guru dalam
menjalankan program sudah sesuai dengan ukuran dasar ?
b. Sumber —sumber pendukung pelaksanaan kebijakan
1. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap ketersediaan sumber
daya baik aparatur pelaksana kebijakan maupun fasilitas sarana
prasarana pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru?
2. Bagaimana sumber pendanaan dalam proses program kebijakan
sertifikasi bagi guru?
3. Apakah sarana dan prasarana yang ada mendukung
implementasi kebijakan sertifikasi guru?
4. Apakah sumber daya yang ada mendukung implementasi

kebijakan sertifikasi guru?
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5. Bagaimana peningkatan kualitas dan profesionalitas guru
dengan adanya kebijakan sertifikasi guru?

6. Permasalahan apa saja yang muncul dalam pelaksanaan
sertifikasi dan bagaimana solusi yang diambil dalam menjawab
permasalahan tersebut?

c¢. Komunikasi dan koordinasi antar lembaga pelaksana

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang pelaksanaan /
implementasi kebijakan sertifikasi guru di Kabupaten
Sumbawa?

2. Bagaimana proses komunikasi antara pimpinan dan pelaksana
kebijakan sertifikasi guru selama ini?

3. Bagaimana koordinasi bagi pejabat-pejabat atasan (sebagai
pembuat kebijakan) dalam menginterpretasi tujuan dan manfaat
program sertifikasi guru?

4. Apa bentuk komunikasi yang dilakukan dalam implementasi
sertifikasi guru sampai kepada sasaran (guru) ?

5. Berapa kali sosialisasi teknis dilakukan sampai dengan
terdatanya dan terlaksananya sertifikasi guru?

6. Apakah ada guru yang meminta klarifikasi tentang hal-hal yang
berkaitan dengan sertifikasi profesinya?

7. Bagaimana koordinasi antar lembaga yang kompeten dalam

program tersebut?
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d. Karakteristik badan pelaksana
1. Apakah dalam menjalankan kebijakan, para pelaksana sudah
berkoordinasi baik secara vertikal maupun horisontal?
2. Apakah tingkat koordinasi dan tingkat pengawasan dalam
pelaksanaan sertifikasi guru sudah berjalan dengan baik?
e. Kondisi sosial, ekonomi dan politik
1. Apakah ada bentuk dukungan dari individu, organisasi lain
baik eksekutif maupun legislatif atau komite terhadap
sertifikasi guru?
2. Bagaimana bentuk dukungan finansiasl dari lembaga pelaksana
terhadap sasaran kebijakan (guru) ?
3. Bagaimana dominasi keputusan politik terhadap kebijakan
sertifikasi guru?
f. Kecendrungan implementor
1. Apakah ada penyimpangan —penyimpangan yang dilakukan
oleh implementor dalam mensiasati berbagai persyaratan yang
telah ditentukan dalam pelaksanaan sertifikasi guru?
2. Apakah dalam penyampaian bahan kelengkapan sertifikasi
sering dijumpai adanya penyalahgunaan wewenang dengan

cara memberikan kemudahan kepada guru-guru tertentu?
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I1. Guru sebagai sasaran langsung (output) dari kebijakan
Guru yang sudah menerima sertifikat pendidik
a. ldentitas
Nama
Umur
Jabatan
Pendidikan
Masa kerja
Alamat
b. Daftar pertanyaan :
a. Ukuran - ukuran dasar dan tujuan —tujuan kebijakan
1. Sejauh mana tujuan dan manfaat kebijakan sertifikasi guru
telah terealisasi baik dari kuantitas maupun kualitas.
2. Apakah para implementor/ pelaksana sertifikasi guru dalam
menjalankan program sudah sesuai dengan ukuran dasar ?
b. Sumber —-sumber pendukung pelaksanaan kebijakan
1. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap ketersediaan
sumber daya baik aparatur pelaksana kebijakan maupun
fasilitas sarana prasarana pelaksanaan kebijakan sertifikasi
guru?
2. Bagaimana sumber pendanaan dalam proses program
kebijakan sertifikasi bagi guru?
3. Apakah sarana dan prasarana yang ada mendukung

implementasi kebijakan sertifikasi guru?
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4. Apakah sumber daya yang ada mendukung implementasi
kebijakan sertifikasi guru?

5. Bagaimana peningkatan kualitas dan profesionalitas guru
dengan adanya kebijakan sertifikasi guru?

6. Bagaimana pendapat bapak/ibu bila guru mengajar tidak
sesuai dengan latar belakang pendidikannya?

7. Bagaimana dengan tunjangan profesi sebagai konsekuensi
dari profesionalitas bapak/ibu?

8. Bagaimana prestasi peserta didik bapak/ibu?

9. Permasalahan apa saja yang muncul dalam pelaksanaan
sertifikasi dan bagaimana solusi yang diambil dalam
menjawab permasalahan tersebut?

c¢. Komunikasi dan keordinasi antar lembaga pelaksana

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang pelaksanaan /
implementasi kebijakan sertifikasi guru di Kabupaten
Sumbawa?

2. Bagaimana proses komunikasi antara pimpinan dan
pelaksana kebijakan sertifikasi guru selama ini?

3. Bagaimana koordinasi bagi pejabat-pejabat atasan (sebagai
pembuat kebijakan) dalam menginterpretasi tujuan dan
manfaat program sertifikasi guru?

4. Bagaimana koordinasi antar lembaga yang kompeten dalam
program tersebut?

5. Bagaimana akses bapak/ibu dalam proses sertifikasi?
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6. Bagaimana akses guru terhadap informasi dalam rekrutmen
calon penerima sertifikat pendidik.
7. Bagaimana akses guru terhadap informasi pendanaan
pelaksanaan sertifikasi.
d. Karakteristik badan pelaksana

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang sikap para pelaksana
kebijakan sertifikasi guru selama ini?

2. Apakah menurut bapak/ibu sikap aparatur pelaksana
kebijakan sertifikasi guru cenderung tidak bertanggung
jawab dalam pelaksanaan kebijakan?

3. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap para pelaksana
dalam memberikan pelayanan dalam memperoleh
sertifikasi?

4. Apakah dalam menjalankan kebijakan, para pelaksana sudah
berkoordinasi baik secara vertikal maupun horisontal?

5. Apakah tingkat koordinasi dan tingkat pengawasan dalam
pelaksanaan sertifikasi guru sudah berjalan dengan baik?

e. Kondisi sosial, ekonomi dan politik
1. Apakah ada bentuk dukungan dari individu, organisasi lain
baik eksekutif maupun legislatif atau komite terhadap
sertifikasi guru?
2. Bagaimana bentuk dukungan finansiasl dari lembaga

pelaksana terhadap sasaran kebijakan (guru) ?
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3. Bagaimana dominasi keputusan politik terhadap kebijakan
sertifikasi guru?
f. Kecendrungan implementor
1. Apakah ada penyimpangan —penyimpangan yang dilakukan
oleh implementor dalam mensiasati berbagai persyaratan
yang telah ditentukan dalam pelaksanaan sertifikasi guru?
2. Apakah dalam penyampaian bahan kelengkapan sertifikasi
sering dijumpai adanya penyalahgunaan wewenang dengan
cara memberikan kemudahan kepada guru-guru tertentu?
Guru yang belum menerima sertifikat pendidik.
A. Identitas
Nama
Umur
Jabatan
Pendidikan
Masa kerja
Alamat
B. Daftar pertanyaan :
a. Ukuran — ukuran dasar dan tujuan —tujuan kebijakan
1. Sejauh mana tujuan dan manfaat kebijakan sertifikasi guru telah
terealisasi baik dari kuantitas maupun kualitas.
2. Apakah para implementor/ pelaksana sertifikasi guru dalam
menjalankan program sudah sesuai dengan ukuran dasar ?

b. Sumber —sumber pendukung pelaksanaan kebijakan
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1. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap ketersediaan sumber
daya baik aparatur pelaksana kebijakan maupun fasilitas sarana
prasarana pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru?

2. Bagaimana sumber pendanaan dalam proses program kebijakan
sertifikasi bagi guru?

3. Apakah sarana dan prasarana yang ada mendukung
implementasi kebijakan sertifikasi guru?

4. Apakah sumber daya yang ada mendukung implementasi
kebijakan sertifikasi guru?

5. Bagaimana peningkatan kualitas dan profesionalitas guu
dengan adanya kebijakan sertifikasi guru?

6. Bagaimana pendapat bapak/ibu bila guru mengajar tidak sesuai
dengan latar belakang pendidikannya?

7. Bagaimana dengan tunjangan profesi sebagai konsekuensi dari
profesionalitas bapak/ibu?

8. Bagaimana prestasi peserta didik bapak/ibu?

9. Permasalahan apa saja yang muncul dalam pelaksanaan
sertifikasi dan bagaimana solusi yang diambil dalam menjawab

permasalahan tersebut?

¢. Komunikasi dan koordinasi antar lembaga pelaksana
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1. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang pelaksanaan /
implementasi kebijakan sertifikasi guru di Kabupaten
Sumbawa?

2. Bagaimana proses komunikasi antara pimpinan dan pelaksana
kebijakan sertifikasi guru selama ini?

3. Bagaimana koordinasi bagi pejabat-pejabat atasan (sebagai
pembuat kebijakan) dalam menginterpretasi tujuan dan manfaat
program sertifikasi guru?

4. Bagaimana koordinasi antar lembaga yang kompeten dalam
program tersebut?

5. Bagaimana akses bapak/ibu dalam proses sertifikasi?

6. Bagaimana akses guru terhadap informasi dalam rekrutmen
calon penerima sertifikat pendidik.

7. Bagaimana akses guru terhadap informasi pendanaan
pelaksanaan sertifikasi.

d. Karakteristik badan pelaksana

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang sikap para pelaksana
kebijakan sertifikasi guru selama ini?

2. Apakah menurut bapak/ibu sikap aparatur pelaksana kebijakan
sertifikasi guru cenderung tidak bertanggung jawab dalam
pelaksanaan kebijakan?

3. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap para pelaksana dalam

memberikan pelayanan dalam memperoleh sertifikasi?
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4. Apakah dalam menjalankan kebijakan, para pelaksana sudah
berkoordinasi baik secara vertikal maupun horisontal?
5. Apakah tingkat koordinasi dan tingkat pengawasan dalam
pelaksanaan sertifikasi guru sudah berjalan dengan baik?
e. Kondisi sosial, ekonomi dan politik
1. Apakah ada bentuk dukungan dari individu, organisasi lain baik
eksekutif maupun legislatif atau komite terhadap sertifikasi
guru?
2. Bagaimana bentuk dukungan finansiasl dari lembaga pelaksana
terhadap sasaran kebijakan (guru) ?
3. Bagaimana dominasi keputusan politik terhadap kebijakan
sertifikasi guru?
f. Kecendrungan implementor
1. Apakah ada penyimpangan —penyimpangan yang dilakukan oleh
implementor dalam mensiasati berbagai persyaratan yang telah
ditentukan dalam pelaksanaan sertifikasi guru?
2. Apakah dalam penyampaian bahan kelengkapan sertifikasi
sering dijumpai adanya penyalahgunaan wewenang dengan cara

memberikan kemudahan kepada guru-guru tertentu?
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PEDOMAN WAWANCARA
Lembaga Pembuat/ Peiaksana Kebijakan :

A. ldentitas
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B. Daftar Pertanyaan :
a. Ukurap — vkuran dasar dap tujuan —tujuan kebijakan
1. Sejauh mana tujuan dan manfaat kebijakan sertifikasi guru telah

terealisast baik dart kuantitas maupun kualitas. ',
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2. Apakah para implementor/ pelaksana sertifikasi guru dalam

menjalankan program sudah sesuai dengan ukuran dasar ?
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b. Sumber —sumber pendukung pelaksanaan kebijakan
1. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap ketersediazan sumber

daya baik aparatur pelaksana kebijakan maupun fasilitas sarana

prasarana pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru? ,
: - g . y , beiilc i o
Szézgc,-’/l/zxmfv r pua lecna (i, fa—dxon S b JedCara
2 XOP’UCk /CLQ\[f/C-r ‘(’Q%e«a N

/)\a_gﬁ‘ﬂ(#a,

g Q./JG\K PR YY < ATl s ’ " ) .
b /\:(r» Pt Aen Fda/Lm aaey k»%‘]‘da ‘(uﬂf’ﬁ-//.c,‘? B
" ‘ . ¢ Hlesn
unh//L ke o C,,ng ma s KUM:S nevfe.,
Lev o Cop” a’[u/ﬂ/a A

2. Bagaimana sumber pendanaan dalam proses program kebijakan

sertifikasi bagi guru?
S bamn  dana APBN

3. Apakah sarana dan prasarana yang ada mendukung

implementasi kebijakan sertifikasi guru?
Sarans dan prefarans | /r,)o/e AR fe e’ #\'\g(] 0
f(/\l"\ffaa\é\ ~ 6 U Ma (_pnfU/'\ ae,‘/\aaég,fm,ée/\ {‘2»/\1
peluin nwko(ul’-ug ) Lot e Je/alkjcmaan oy
mae & dgerah T /)Q“Q‘\ L pon p D{aj AC/‘Q%

Aplrodime ]

4. Apakah sumber daya yang ada mendukung implementasi

kebijakan sertifikasi guru?
A {ql vp o e o A Ty

~fumber daga Fatg ads
mbtolui.;ﬁ t mpferrenée kaéj‘y—k\ Mﬁf:‘(\ .

Juit o ontn 'kOo[c;?/&_/c‘ Ltrha m €t
{/C/A,éﬂjol “‘/D/""'C\%\' ‘7/°fj Aftrsma %ﬁafk/

o dony frglipgara ofep G -
P o G s 3
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5. Bagaimana peningkatan kualitas dan profesionalitas guru

dengan adanya kebijakan sertifikas: guru?
- Belum /‘QL/(J'—&LA&\ p,jnl‘f)aout ﬁ f)/\()/‘CQTD/Iﬂ/%{Af
ury Kooz,

6. Permasalahan apa saja yang muncul dalam pelaksanaan
sertifikasi dan bagaimana solusi yang diambil dalam menjawab
permasalahan tersebut?
. /DU‘maSa/a han é/a\rj fw"”:)’ e ced a‘apq/c‘é\
mesgla h Nupit, Nuplhk Hens fedab
Ctﬂﬁu bllum many/{)ﬁ,' NP I

B fﬁ/‘f’?‘v, qQ Aeng an Menmi NPT U/a-’u o(afa-
Guru tencebot ke Dillnad /)um .

¢. Komunikasi dan koordinasi antar lembaga pelaksana
I. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang pelaksanaan /
implementasi  kebijakan sertifikasi guru di Kabupaten
Sumbawa?
- Ko munekoto bw/”\ov@am peute Eg  DPRA

) -
“(’j/éu,lﬁd a - u/ /J)(’LQC\/-\I"\V‘ Ay o .ri/‘/’ﬁ.é\Q%

O dalk  ens(apet keculsfes

2. Bagaimana proses komunikasi antara pimpinan dan pelaksana

kebijakan sertifikasi guru selama ini?

- Kofnuﬂ;ﬁf\ b""’j}”{%\ /60“4
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3. Bagaimana koordinasi bagi pejabat-pejabat atasan (sebagai

pembuat kebijakan) dalam menginterpretasi tujuan dan manfaat

program sertifikasi guru?

. pem buet /‘ﬂgi]\“&hk J?«”\f’f’fﬁ‘uﬂ b e /a‘fM/
RKemantrion ; fohnage. Slagge. Colarl,

? Qg?’“tf% , PeSectn e & %’;&y’q}a fen  ledlec g
40@/&. 2 L ik e g Py e e awn [<epa Do
Plob o ol Afelplon cofeh femenfriz,
4. Apa bentuk komunikasi yang dilakukan dalam implementasi

sertifikasi guru sampai kepada sasaran (guru) ?

—_ p/{lrza < /@«éx/ﬁm{e/\/ /éo(‘c,) ey éﬁnmcn:f/\qb[K
Jewat media Cefat ma Lyn m Vers ﬂv(/;(‘%
R/ o /f-c‘jﬁ/gy lepeds  pupc  Sebved” Lerec,
oA ren Gna fudoh %’féfaf/tq/\ ol Q/’ Fiwr
Pt J e Slentrrdan

5. Berapa kali sosialisasi teknis dilakukan sampai dengan

terdatanya dan terlaksananya sertifikasi guru?

- (etap owdnl feben Keple Name balial

Calon &u umhecn
_ f-ﬂ/&[um ma/wMQf\ L(/< )
— il A Uk L Luji Fompeteca S0
— PRAyuMen Lebeljn A Lo evdn Lprap.

6. Apakah ada guru yang meminta klarifikasi tentang hal-hal yang

berkaitan dengan sertifikasi profesinya?
— Ade g by permatelahan gang bbbl
Misal : \"'/7/1«‘410.,@1&;4&,\ ‘ ktlbvoc( Vile W= e b &
f—e/‘(\a.o 'év/:?j a//b-\ p(a-f-(\q/\ ha ne
Calo n }«KQ.A/LoL Gk )

7. Bagaimana koordinasi antar lembaga yang kompeten dalam

program tersebut? B
_ Ko rnes | alaryo  Mededos el
int-erneb San ‘ig/&ﬂa"\
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d. Karakteristik badan pelaksana
1. Apakah dalam menjalankan kebiiakan, para pelaksana sudah

berkoordinasi baik secara vertikal maupun horisontal?

R J’Q yhen ’)/_Q‘/\ f‘)’ﬁ CL( //’\»&/cu[.,(,} g G() ﬁwé , £ q,,\(f\,

9, C‘Z/Q/Dd'f',
= QCQ/‘O\ /l@‘fi \g’cr,-’\f‘;é V/\C/q,éw)/ .él//\‘%/é &a.\
é-Q/Q;O@A

2. Apakah tingkat koordinasi dan tingkat pengawasan dalam

pelaksanaan sertitikasi guru sudah berjalan dengan baik?

— fuded

e. Kondisi sosial, ekonomi dan politik
1. Apakah ada bentuk dukungan dari individu, organisasi lain
baik eksekutif maupun legisiatif atau komite terhadap

sertifikast guru?

~ Mury\ c:xﬁog

2. Bagaimana bentuk dukungan finansiasl dari lembaga pelaksana
terhadap sasaran kebijakan (guru) ?

Mepelio melalse Aol (/;?,,, /Jc@ o /‘*’"A“ﬁdqnc>
7eneagg g Lemug /37@ A plechisn a
k{ca@({f Wff)a"\ébté\ ' % } P e /J‘if'b’j[t,\
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3. Bagaimana dominasi keputusan politik terhadap kebijakan

sertifikasi guru?

— Tidal afen fopne,  folialtugom Asamnd
f{fqﬂ\ Le mbe . b’f; /A@/”I,D*Ql‘:a—y\ e,

7y perchnes At
f. Kecendrungan implementor
I. Apakah ada penyimpangan —penyimpangan yang dilakukan
oleh implementor dalam mensiasati berbagai persyaratan yang

telah ditentukan dalam pelaksanaan sertifikasi guru?

~ BUJum ot e

2. Apakah dalam penyampaian bahan kelengkapan sertifikasi
sering dijumpai adanya penyalahgunaan wewenang dengan
cara memberikan kemudahan kepada guru-guru tertentu?

_ Tredod 0 S
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Guru yang belum menerima sertifikat pendidik.

A. Identitas

Nama

Umur

Jabatan

Pendidikan

Masa kerja

Alamat

B. Daftar pertanyaan :

D SUmkrt HASAA

55 TAHUAMN

GURU  SELAS

54/ TAH UA

S ON LEVVIFEJw’ LS 1B ALJA BESAIR

a. Ukuran — ukuran dasar dan tujuan —tujuan kebijakan

1. Sejauh mana tujuan dan manfaat kebijakan sertifikasi guru telah

terealisasi baik dari kuantitas maupun kualitas.

@L/ﬂ/b? M\47§7 é[lj(é—f ~/7~/é7 NQLJ&"1‘77A g F7 héz/déﬁ‘_\

s

bilinn e pe AK, Frrcal(fre g osely A Waé

Luve il A Q//\Jé_' Qa%', %79) fm/’/é;f grr il

(e 2
\Z/rwgﬁg[ﬂ/\; 0[[(47117 skeelal ?C/s c‘[ﬂ(&l/w %Fi/foméﬂ#
Lﬁﬂw\/)[ofzmﬁ guéﬂ[ﬂg @é/bﬁl, ["

2. Apakah para implementor/ pelaksana sertifikasi guru dalam

menjalankan program sudah sesuai dengan ukuran dasar ?

sudnl KSuar, topy pelpled tware flo

K[(/{‘*fm 174
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b. Sumber —sumber pendukung pelaksanaan kebijakan

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap ketersediaan sumber

daya baik aparatur pelaksana kebijakan maupun fasilitas sarana
prasarana pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru? ya

- \/c//\a {Céﬂdm Mdj'ﬂ /U—émd([l(/é Jﬂﬁ ﬁ/pfeéx CTE Feew
Ftra 7o Yo Le Cééw//j (<o N hberl /Oﬂﬁ/fam e @ C

- fc‘é’lléff/ﬁ Lared =& é@m(bfﬂé’ﬂ/\ﬁnd’ e f (Zmébzeccafz//

b

Bagaimana sumber pendanaan dalam proses program kebijakan
sertifikasi bagi guru?

'

Sciunsr e pg,m:[/a/(crmm darc APBIL Sucals Sterccen
‘xﬂmya (bemylzﬁ(%/&n 7\1\4/(( alfrffwf{/cf

3. Apakah sarana dan prasarana yang ada mehdukung

implementasi kebijakan sertifikasi guru?

- .54;’qm majn»c/ot/(uﬂ\éf ,

4. Apakah sumber daya yang ada mendukung implementasi

kt:bijakan sertifikasi guru? . : '

Jum ber dagfa mﬂﬂ/ndé'/(ﬂ ¢ beliwy, maklmal
Kacenq M% M [Za /(a)gui WM&[?&W Wq,ﬁ
(]”VWT(Z 9 A Al VQ[&L& @/5%

Z/Vzd/t(éﬂg,, / /\mldaémq et 741 s
W(j &f /ﬂ!’“ C’Z/ém %2%[1/\ ) 76 7 *

5. Bagaimana peningkatan kualitas dan profesionalitas guru

dengan adanya kebijakan sertifikasi guru?

Dary @J/Qaé[a k(/o"ﬁ/& n/ﬂS 777[!4&4 &thu/l; ﬁ&cf?
barap an, wm_e%é gﬂwé dery /D@fe&’@m@sm .
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6. Bagaimana pendapat bapak/ibu bila guru mengajar tidak sesuai

dengan latar belakang pendidikannya?

Gury  Yer Sebu) Jdal (éz/oa% debe /M’%' Ju
frﬁfe%‘am&cf \

7. Bagaimana dengan tunjangan profesi sebagai konsekuensi dari
profesionalitas bapak/ibu? scha 1245 e 447941»4- Fr2dp /ﬂ}’{
aevipnaleal kb /Dﬁr;,#ecﬁw bs e z/z , i
fﬂvﬁf /D[,L/qé) ovug arids by Cangale Koo owﬁﬁtk%j
ﬂm Aary Ay ) /zﬂfﬂ/@éam. |
f@b‘ﬂﬁ Lindefertdag e oy av alaclal; Cotnm s

8. Bagaimana prestasi peserta didik bapak/ibu? _

- wekoupue, savyg qul ol abedlepat ceatfifoe &

i {ﬂfﬂ s,czmamjct+ g[uya ClM?lLéé,« meygiz&‘//u\ LS eow

53;(%&9 Scesa A @%‘J&[ﬂm a&m\?ow Leces a5

s de &, nvon g lea Feeo ll)r&?ﬁ{si £LL77 Sﬁé’ﬁj"’/f
anal Adcdl Lalse
9. Permasalahan apa saja yang “muncul dalam pelaksanaan

sertifikasi dan bagaimana solusi yang diambil dalam menjawab

permasalahan tersebut?

L Tidal ate adt Jer |

Bkt e iy e mwﬁfyﬁ’!‘ ee oS 2uy father
Uity Sepr 37§ el | See suctaby Satjars
Ltboyar mane yavg lae.

- S{’dzm?(ww afr Feren rron &7,@ g %e/\)ff(/ﬂ’r
burru (7 rakite Sedal; Ww;&(/aa% Grhfrleas
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c. Komunikasi dan koordinasi antar lembaga pelaksana

tentang pelaksanaan /
di  Kabupaten

l. Bagaimana pendapat bapak/ibu

implementasi  kebijakan sertifikasi guru

o
Sumbawa? NAr kb Lelus 4%37 N /o/\zk((f[[”ﬁ .

bl o et s
2 M/L/‘ﬂ/q 2y / - 4 ) e,
bupad W%@mcl@é@:@m} el lend

Bagaimana proses komunikasi antara pimpinan dan pelaksana

kebijakan sertifikasi guru selama ini?
e st
a?w Jnore &MW ol e hat 25 /(?Aaéaé«
wzﬁ(é 724Cy¢¢,&./,
Bagaimana koordinasi bagi pejabat-pejabat atasan (sebagai

pembuat kebijakan) dalam menginterpretasi tujuan dan manfaat

program sertifikasi guru?

Fripn Jp el A leapasrins earfiel yuter G

Bagaimana koordinasi antar lembaga yang kompeten dalam

program tersebut? - j/gz(am /Cﬂ% ne Sa/ e .

Loy, mwragalcan lerdinas, gw?/ﬂ’“ leen éﬂjq
(L/Mqﬁ bep /C(}/m/ﬂc"wlfm &[/\Llé ; kﬂﬁ(zﬁ gﬁ‘//qu @yﬂ
dsrgolean fecdnly syn stlalic <o M&ﬁ .
W@l/)’f/aﬂl/_ q/l/g/,/:. ;O Clen (7@4/’75 9\74 /QﬂﬁﬂfZMA é‘lﬁq

Bagaimana akses bapak/ibu dalam proses sertifikasi?

T Pan awsl 'zn/?m Than Kofo a[g\gzgo?/,g :6%&4/ b,
?O(\féu %(7% %n QU vzﬂ/ﬁ Srera hAa k. M{ N
Tha 9€1) pro<ecoss Says felal, Comprni

ﬂmﬁma('a’pm/l Al F Al W&é’df%vz

Z/“‘M. S M 7aZpiler RO -

parggreen, ol o tnloun depr

narma LAy a
Paru pady Tabuwn 2003 o P00 Payq
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6. Bagaimana akses guru terhadap informasi dalam rekrutmen
calon penerima sertifikat pendidik.
Ja (v, bt 1y LofOr 71k, g Ktrvors
lerima  Celply  dufro, fecada oo
Lelat gud ( & feonteclons |Aeqgrn alatan
babyun’ dnfinr coi 8 fordalenes olch peiat.
7. Bagaimana akses guru terhadap informasi pendanaan

pelaksanaan sertifikast.
Sy Fhils datec fearies Lora Belotea
QUL I claﬁaf QCPVZ?]%éﬂ% -

d. Karakteristik badan pelaksana

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang sikap para pelaksana
kebijakan sertifikasi guru selama ini?
J\/stmuaa Aaloun leasus Ly a Selalie gyg\
W?Gé@ﬁa/)l JaIy - 807 i fzs 2LaS i ala e
VG oy tfmgj fm,aijupnr L ciny Fewonl Jaa%
(€

’://M\ C’L[;h[ ot 7, Ariln, 7
PZ&Q pelcad: Poeer, dlutaioy 1] o

2. Apakah menurut bapak/ibu sikap aparatur pelaksana kebijakan
sertifikasi guru cenderung tidak bertanggung jawab dalam

pelaksanaan kebijakan?

Cafif sayo oeatlen e sieara by
[<erton g &Lfﬂéq &’/f%zz Lrtser btr WF/PKWQ
2 &M/OWV leg 4}%[/[7/( pcamvi -

3. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap para pelaksana dalam

memberikan pelayanan dalam memperoleh sertifikasi?
C buadry 79 Lidut /jm/{& cral
oy deolale bty eé,/,“jé )
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Apakah dalam menjalankan kebijakan, para pelaksana sudah

berkoordinast baik secara vertikal maupun horisontal?

So~a nresakar anosaly Lo (alu gwl\

A sebut Lerdypas, YVang Exi & Jepuetama
Leaa = /b@rz/uia/ ijﬁ/bem& Frr presc/ ya

Apakah tingkat koordinasi dan tingkat pengawasan dalam

pelaksanaan sertifikasi guru sudah berjalan dengan baik?

Sover esq ée«/cm Sasns Peleaks

Kondisi sosial, ekonomi dan politik

Apakah ada bentuk dukungan dari individu, organisasi lain baik

eksekutif maupun legislatif atau komite terhadap sertifikasi

qu? DRz kasus fodeq (2o hntun o -
OMMOCZ’L 47L Ser ](«/Jti‘n J % ‘%w//\ﬂéi/iﬂq
4’1% 1L 0561/006% a/tckLﬁ@mm Adass /é)z/m
PnNcLvictyifry -

Bagaimana bentuk dukungan finansiasl dari lembaga pelaksana

terhadap sasaran kebijakan (guru) ?
Vﬂj /542%(, ‘%ZLAL{ Mﬁd@am ZQL&{ [Z [ozxyg
derbatos nwlale Zung Brs

. Bagaimana dominasi keputusan politik terhadap kebijakan

sertifikasi guru? A\

w\fafL/a Ailad Do pee
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f. Kecendrungan implementor

1. Apakah ada penyimpangan —penyimpangan yang dilakukan oleh
implementor dalam mensiasati berbagai persyaratan yang telah
ditentukan dalam pelaksanaan sertifikasi guru?

— Beésar /Cﬁmuaz? k\vaam hﬁ( a&-a,
a/@@a/m tncldbas leeleeleeSeee hes
Fodal pbseltdf

2. Apakah dalam penyampaian bahan kelengkapan sertifikasi
sering dijumpai adanya penyalahgunaan wewenang dengan cara

memberikan kemudahan kepada guru-guru tertentu?

5&70 %{ﬂﬁé %M 07140(7/&47 Vo -
%u/{/cz/(c{/w A&Zféé .
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Guru yang belum menerima sertifikat pendidik.

A. Identitas
Nama : GYarleJ&n;\ . S ro(
Umur 37 T_a'("u"/‘

Jabatan : G"u_ru

Pendidikan . S 1. Pend Matew at l.ka
Masa kerja WU Talhhvuga
Alamat : Bra\wﬂ @\) © SUumba wa

B. Daftar pertanyaan :
a. Ukuran — ukuran dasar dan tujuan —tujuan kebijakan

1. Sejauh mana tujuan dan manfaat kebijakan sertifikasi guru telah

terealisasi baik dari kuantitas maupun kualitas.

Sejau.,{a (oY “'V\)M,a._. o Ww»fM'f lr ,Co'hl.)ale%
Q(:'h‘f-n’ca(,;" Wiz, belu.w. Aracetlea., Oleld
eb-vupé 3(“-“, ol ace e bac Ui et |, b"“&j“k
Fore Yoau( LSl Phutns Pac | be |
wmendanet (, . . ty b “Mj'ﬁ
Paa tojanga, Profes,
2. Apakah para implementor/ pelaksana sertifikasi guru dalam

menjalankan program sudah sesuai dengan ukuran dasar ?

- - . oA e
Fal 7 ¢

N St
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b. Sumber —sumber pendukung pelaksanaan kebijakan

I. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap ketersediaan sumber
daya baik aparatur pelaksana kebijakan maupun fasilitas sarana

prasarana pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru?

g“%‘f race Cultup

2. Bagaimana sumber pendanaan dalam proses program kebijakan
sertifikasi bagi guru?

Mew ot S«.g.; (:Qrs‘u.mba- doa’ APRN

3. Apakah sarana dan prasarana yang ada mendukung

implementast kebijakan sertifikasi guru?

Cobp mendu kuug

4. Apakah sumber daya yang ada mendukung implementasi

kebijakan sertifikasi guru?

CM(LW(’ wiewd u(uuﬁ

5. Bagaimana peningkatan kualitas dan profesionalitas guru
dengan adanya kebijakan sertifikasi guru? ] .
dew au adec  lealyolar bl
3 v fen bl veo bt ﬁ’ by,
b belyneaar, * thab G twe:jda‘,
l G, vy ¢ 'kq,*ﬁmg.«_ “igp «a§
Q“’Y"')‘ \;Zu( latea. ¥ oo S

Pef3gn,  Prfensmatioe  Joeu.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41724.pdf

6. Bagaimana pendapat bapak/ibu btla guru mengajar tidak sesuai

dengan latar belakang pendidikannya?

Kurm.,g fch)'u

7. Bagaimana dengan tunjangan profesi sebagai konsekuensi dari

profesionalitas bapak/ibu? .

ﬁ(QCX i Al £ ‘LluJ n Gty Wh '
"‘e\h’wﬁa AL\M()QM h()‘p‘ 5N“u e UG
. PVZ/(qum( Ll !Mfujtb'h lea ..

g

8. Bagaimana prestasi peserta didik bapak/ibu?

e b lewla, lebin e bat
dlw’ OLtt‘SM. Sew e, L%uja(p §i 5o 4»1__(
“ewbepd  Juame OO Cas Lit s da

P'?J.Feu [ey FoNyy ktd/,m,_' L‘Lu“j‘ .
9. Permasalahan apa saja yang muncul dalam pelaksanaan |
sertifikasi dan bagaimana solusi yang diambil dalam menjawab

permasalahan tersebut?

.\M‘d‘ﬁ;u wbaygs Cysat Yag ﬁ&&/(ﬁ»uf
PV‘tupr f(,p;‘,}.,' L\a‘v_; aaC‘\ Mo pr ( Hee
UGy nrnal 2., )'4.‘_.’ Sty Egndt lea, \(cu?ua.a el
b(k}!%a Wov e Q : L“(Wf(z I's :

Ctn Qa A
(Wern  brsebut "

»
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c¢. Komunikasi dan koordinasi antar lembaga pelaksana

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang pelaksanaan /
implementasi  kebijakan sertifikasi guru di Kabupaten

Sumbawa?

Wzl PV(u ﬁ\’a}j(‘@f{‘dw.

2. Bagaimana proses komunikasi antara pimpinan dan pelaksana

kebijakan sertifikasi guru selama ini?

LaCar

3. Bagaimana koordinasi bagi pejabat-pejabat atasan (sebagai
pembuat kebijakan) dalam menginterpretasi tujuan dan manfaat

program sertifikasi guru?

Lach

4. Bagaimana koordinasi antar lembaga yang kompeten dalam

program tersebut? ~ *

LQKCN .

5. Bagaimana akses bapak/ibu dalam proses sertifikasi?

CU-(U*/P Lancan
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6. Bagaimana akses guru terhadap informasi dalam rekrutmen

calon penerima sertifikat pendidik.

Calinr>  (anca-

7. Bagaimana akses guru terhadap informasi pendanaan

pelaksanaan sertifikast.

Cotep Lo

d. Karakteristik badan pelaksana

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang sikap para pelaksana

kebijakan sertifikasi guru selama ini?

Pl
Fa A I

2. Apakah menurut bapak/ibu sikap aparatur pelaksana kebijakan
sertifikasi guru cenderung tidak bertanggung jawab dalam

pelaksanaan kebijakan?

o~

3. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap para pelaksana dalam

memberikan pelayanan dalam memperoleh sertifikasi?

LI
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4. Apakah dalam menjalankan kebijakan, para pelaksana sudah

berkoordinasi baik secara vertikal maupun horisontal?

5. Apakah tingkat koordinasi dan tingkat pengawasan dalam

pelaksanaan sertifikasi guru sudah berjalan dengan baik?

Caw M

e. Kondisi sosial, ekonomi dan politik

1. Apakah ada bentuk dukungan dari individu, organisasi lain baik

eksekutif maupun legislatif atau komite terhadap sertifikasi

guru? §A"3A ‘6~n< '{Zv(&u

2. Bagaimana bentuk dukungan finansias! dari lembaga pelaksana

terhadap sasaran kebijakan (guru) ?

-

3. Bagaimana dominasi keputusan politik terhadap kebijakan

sertifikasi guru?

%«3‘ 'k'&(( w el bt "‘Wh"‘ﬂfw‘ tta
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f. Kecendrungan implementor

1. Apakah ada penyimpangan —penyimpangan yang dilakukan oleh
implementor dalam mensiasati berbagai persyaratan yang telah

ditentukan dalam pelaksanaan sertifikasi guru?

QA«J« 'k;or-u_g '{’1[444 .

2. Apakah dalam penyampaian bahan kelengkapan sertifikasi
sering dijumpai adanya penyalahgunaan wewenang dengan cara

memberikan kemudahan kepada guru-guru tertentu?

54\3,4 lw *\7‘-ku.
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Guru yang belum menerima sertifikat pendidik.

A. ldentitas

Nama : ’)zandrfcm OBQS’( , dﬂ po[

Umur 27 thn

Jabatan 9‘”“ /PR

Pendidikan . St Pedidikan Riotog:

Masa kerja 3 tahun 4 bulan

Alamat Hin (intas Leba”ﬂ Rar RO/oan\g

Desa ‘19504\9/&@‘ A kec. ’QOPcmg
B. Daftar pertanyaan :
a. Ukuran — ukuran dasar dan tujuan —tujuan kebijakan

1. Sejauh mana tujuan dan manfaat kebijakan sertifikasi guru telah

terealisasi baik dari kuantitas maupun kualitas.
Tuyjuon  can monfoat kebijokan  sertig gy, guru
sucdah  Cukup  memberikon dampok positig  buyy
Yurd Hanyo \S’Cﬂq pengwas ¥nnye horus tebih
diperketat derutomg o doeroh -duerah  terpency
dan tecisolir  cgar  hol gang dirhoropkan  mefiw’
progrom tsb  dopot  tetcp terjogo dengoan bouic .
2. Apakah para implementor/ pelaksana sertifikasi guru dalam
menjalankan program sudah sesuai dengan ukuran dasar ?
M s h kurgng | <arena bangak  pergeng  Serhfikost mewh yong
Hoak Cesual, scperk  monh mengdgar bk sual bidang tap
["Clnya menenuh: ‘um@t(oap meny@ial 94 jamt | mosh  ade getu
Yatngy menyamp /(oa((uJa lapnbahan  Fhaoga srung Edare  mosul,
vengajar | M -
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b. Sumber —sumber pendukung pelaksanaan kebijakan

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap ketersediaan sumber
daya baik aparatur pelaksana kebijakan maupun fasilitas sarana

prasarana pelaksanaan kebijakan sertifikast guru?

Sumber olayo Yong ada Oporgbur ) memang masih
kurong, karens Ketika koo berkonsuitasy Gporotur
yong 0de  mengatom:  KCubtan ( Kewolabhon ) untuk

meloyaor  Sebiop / Semul Colon Gtau  Penerime ertiiiicns,

Quryu .

2. Bagaimana sumber pendanaan dalam proses program kebijakan
sertifikasi bagi guru?

Soyo  Kurang Mengetahy, hal b

3. Apakah sarana dan prasarana yang ada mendukung

impiementasi kebijakan sertifikasi guru?

Kurang Mendukung , seharusnye YeHOp  sekolah
dimanapun beraele,  hores dditenglepp, dengon
berbaga Soranc,  dwn  prasarcanc penduku.19
kegiotan beloyar mengq e r sehingga  dupet
lebih  memuda hkon Sebop gury  agor bige, ménl
Jack  guey  yung lebth  proresionat

4. Apakah sumber daya yang ada mendukung implementasi

kebijakan sertifikasi guru?

J’(urar;g mend‘u/‘,uny KXareny fasilieqs yan
udg di Sekoloh  tempnt Gy meng o on
Loboraterium  Serin Jumioh
f(O/Q/(

Seperg,

| Kelus Yung adg

ﬂ?é’hwogkzqko,} kebijokan  pelakseanaan
””’ff/m‘" Jury. contohnye  mengu/ar ™Minimar Sy
/(0:'10{/ $i 9e0Grosis shg muccd “vertng  dBEDAG terfomboft

5. Bagaimana peningkatan Kkualitas dan “profesionalitas guru

am

dengan adanya kebijakan sertifikasi guru?

Yy CUKUP Lerjacl Peningkatas  KuGlias oan
a)
quru Koareng  setelah eelonye

rofesconabiste o
profes Jobih  fokus me -

sertfikas  PUnyok Gury olop o
ngeor ol sekoiahnya‘ ticlak  Mencar:  pPekeciacn
lan  Yang Clapae  mengGanggu tugas  ctemangye
sehagod feor\ag‘g penclidk.
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6. Bagaimana pendapat bapak/ibu bila guru mengajar tidak sesuai
dengan latar belakang pendidikannya? ,
Menurut  SGya  memang  olongkoh  Paknyt gika
cetiap gueu dopor Mengayac  sesuon dengon lottn
belakong  penclicktcannyg . Masert dopot disamponicon
dengan bac  pika gury belah Mengusde dpo yong akan
di ojarkan bukan  Multy  bRIGjor  Seperti peserta clofitc
Telrk m€‘f)90JOF Jugo per[u dl‘(uusof, Oleh f(Orer)o 119 SEOF(‘Jng
Guru "lendokngo memihk,  Altg 4 / sertyikor  MengoTar (umnsq )
7. Bagaimana dengan tunjangan profesi sebagal konsekuensi dari
profesionalitas bapak/ibu?
Tunjangan  prgpest  MEMENG  penting, Karena gika seorang
gucu mergsq  kurang dort o seg penghasdtin  akan memungkin -
kon meegkar  bekerjor  Kurang  progesionod at du mMencan peker

Joon  lomnya buik kettka  atou sereloh  mengajgar

8. Bagaimana prestasi peserta didik bapak/ibu?
Prestos peserta chdik  di sehotah Lempot saye mengajar
Cukup bok | waloupun  Ndo DN pos -posan, tetapn beberapo
tahun terokhie  glhamdalitaly  luiyg 100 % Uszdong non
akademik  juga cucyp mMembanggukan |

9. Permasalahan apa saja yang muncul dalam pelaksanaan
sertifikasi dan bagaimana solusi yang diambil dalam menjawab

permasalahan tersebut?

Persnasalthon  Jadg munCul

~ Bonguk guru Yoy sudoh  memenulky)  persyarattn
Untuk  sertifikas: retqpr  beum ®edote  yntu caion

cortickan  bertubnya.
Kefditon guru untUlfﬂ memperdeh 3om mé’r‘ngJC‘p

| a4 jown . teruttmd cl sekotoh -sekplah dengon

minamao : :

TJumiah sEwa gediat tereencor don  tertsolic .

Cotosi _ namo pestike colon penssma serbigikas

plusi

. W‘U dl‘ukukan
pelaksanoan %

uf pubhk ‘oebuapa h ot cebelum
¢ ool aildcsanakcan -

. H 2 y ‘«0&)00 '
ada pengkiasfe . _
pescyoratan cechipkas  peciu kota dengan ol desa © terpencil

d
contohnye Yy ang mengagar

periu dibedakan
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¢. Komunikasi dan koordinasi antar lembaga pelaksana

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang pelaksanaan /
implementasi  kebijakan sertifikasi guru di  Kabupaten

Sumbawa?

' Lingkotk on
Gudoh  Cukup boik | pertu  ohitingka _

894

Bagaimana proses komunikasi antara pimpinan dan pelaksana

kebijakan sertifikasi guru selama ini? .
Komumkos:  yong ada  sudah  cukup PR

3. Bagaimana koordinasi bagi pejabat-pejabat atasan (sebagai
pembuat kebijakan) dalam menginterpretasi tujuan dan manfaat

program sertifikasi guru?

. -4 clah bazk
koordino s yang wdd <l

4. Bagaimana koordinasi antar lembaga yang kompeten dalam
program tersebut?
Sudoh  baic, Fonya sojo perlu dilukukun
tes securo herkaler  bagi  guru- guru yang
teigh menerima  Sertifikasi dengan  hGeapun
agor  pe tuubn p\enerapun progrom  Eersebut
tetip dupat  tercopen .

5. Bagaimana akses bapak/ibu dalam proses sertiftkasi?
Aksps npormusi  4ang  sayo peroieh tentong
info sertigikost  soagat  Mudgh, o kerena prhak

kob Sumbawa  setolu mem besikan ingor

chknas )

o lobth Quwal  bork  melaluninternet, mes
mas .

dio CebOR maupun Surat Y ang ol Shmpoukan /
]
ki K€ cekolah  Eempat  KOMe - Mengogar

1,41

4
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6. Bagaimana akses guru terhadap informasi dalam rekrutmen

calon penerima sertifikat pendidik.
Tahun nt  rTekrutMeEN  calon penerime serkifikasy
sudah lebin  transparon  kareno dopot di okcec
dlengan mutlah  melelud  internet peca  setiap to-
2.
hC’PC*nﬂgC:_ Selgin 1tU kECUFOf)ng T Yong mUngkm teuad"
dopot diminmolsir karena  pPeniaian  diickukun Scr Ontine.
7. Bagaimana akses guru terhadap informasi pendanaan
pelaksanaan sertifikasi.
Akses untuk hal t¢b mosth kurang, bonyaw gury penerima
Qeru}ukagi eng ot amy Ketulitpn  untuk MemperO(e’o 'Q}ormasf
opokah danp  Serbifikas  ewdod dopot diterima  atau EBalc .
Ketertombaton  penenmaan wang fertgdast Jugr certng dialam,
bankan hangge  beberapn butan
d. Karakteristik badan pelaksana

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang sikap para pelaksana
kebijakan sertifikasi guru selama ini?
Skap par pelcksona  Kewijakan  selmo n, furang maks mol
Mungun kareng  kKeboksuaon  sumiabs APACGtUr ang bersedin,

dengan symian penertma  cerkfikas yong ade. ecthingga  kekerborbacan

Kb mambuot aporot Yorg ada qompang emosi /1b1 dagm kondic, "
Lerbenty .
2. Apakah menurut bapak/ibu sikap aparatur pelaksana kebijakan

sertifikasi guru cenderung tidak bertanggung jawab dalam
pelaksanaan kebijakan?
kodany hol fop HFOL | komna  2ANgOkoya  urusan /
Pekerjaan apora;ug: b sehingga Rurang  menghiraofin
Cara  penerma / Colon penerima  serbfkasi unpyi P e s,
Wneormast

3. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap para pelaksana dalam
memberikan pelayanan dalam memperoleh sertifikasi?
Cikop  peloksana dalom  peloyonan  Untule  Sergigikast
Sudoh cukup bade / perlu ditingkatk0n - Mereke  sudoh

[l . 2'
bekergo  secua dengupy ~ tUpORS  MOsNG
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4. Apakah dalam menjalankan kebijakan, para pelaksana sudah

berkoordinasi baik secara vertikal maupun horisontal?

Sapa kurarg  mengetahuc al &b

5. Apakah tingkat koordinasi dan tingkat pengawasan dalam
pelaksanaan sertifikasi guru sudah berjalan dengan baik?
menhueut saya Vergawasannyos masih Sangot ka‘OhQ’ bD/)gOk
Yirw penerimg Sectigikost gustru tidar bekega  cecare p* of enonal
Mengorar  totapmuko 24.Jam , meagojar  teldk Sesuar CK Drp
b(c(ang Keabhlian ¢ terusome  di doeroh - daerat Yong Jauh dan
Coeay
e. Kondisi sosial, ekonomi dan politik
1. Apakah ada bentuk dukungan dari individu, organisasi lain baik
eksekutif maupun legislatif atau komite terhadap sertifikasi
guru?
Mungkn  untuk  peloksanoen Sertifikat +Ghon ¢
hat  4sh tdak  terjodc  karena  tes awal didakoran
cecara  On lne Sehingga  hagy dapat  lebd copnt tigeroloh
don  Jouh daci ungye Ko

2. Bagaimana bentuk dukungan finansiasl dari lembaga pelaksana
terhadap sasaran kebijakan (guru) ?

Sopn  kucang- ~mengeraha Mol 15

3. Bagaimana dominasi keputusan politik terhadap kebijakan

sertifikasi guru?

caya kurang

Mengetahi fial &b
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f. Kecendrungan implementor

1. Apakah ada penyimpangan —penyimpangan yang dilakukan oleh
implementor dalam mensiasati berbagai persyaratan yang telah

ditentukan dalam pelaksanaan sertifikasi guru?
~  Sertipikori  sehvrusnyl cdibertkan  Kepada

gU/'U qug mompu b?k@ga J‘QCOI‘Q pr‘qf‘e@,'onal’

bukan karena  faktor USiQ, Mmaogg recyn deb,
Penentutn  gura Yong mendapat  seré g kes,
horus  ftebih  oliperketat lage  sepertl  Renilaan

kemampuan mengoytir Ao kel Seréo  (y ompetens
bitlang  eahtitn
2. Apakah dalam penyampaian bahan kelengkapan sertifikasi

sering dijumpai adanya penyalahgunaan wewenang dengan cara

memberikan kemudahan kepada guru-guru tertentu?
Setamo 1 suyo  Ecdak  engetthuc hed
te korena  menurut Soya  Semua  Sudah

oy tentukoyn oleh penentu koé(jc/ko,q seserlte

~

cengan Peroturan Yyoang oda  soaoat (ty
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Guru yang sudah Julus sertifikasi dan dalam proses pemberkasan.

A. lIdentitas
Nama DA ROYARNY , 79
Umur 34 TAadumn
Jabatan : BURY
Pendidikan Y}
Masa kerja : 4 Taduw
Alamat : BTN Bucir  fermar  Bloe TR no. 23

kEL-  SereTEwNg SUMBawA  BeEsAR

B. Daftar pertanyaan :
a. Ukuran — ukuran dasar dan tujuan —tujuan kebijakan

1. Sejauh mana tujuan dan manfaat kebijakan sertifikasi guru telah

terealisasi baik dart kuantitas maupun kualitas.

Manfaatnya  batk  Lerall  Untus  menunjang eativibag  Qury

~

2. Apakah para implementor/ pelaksana sertifikast guru dalam

menjalankan program sudah sesuai dengan ukuran dasar ?

frogrov  Jact Sectifikng, Wlah  sesvar  dengan  UFUrGn

aagar.
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b. Sumber —sumber pendukung pelaksanaan kebijakan

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap ketersediaan sumber
daya baik aparatur pelaksana kebijakan maupun fasilitas sarana

prasarana pelaksanaan kebijakan sertifikast guru?

Eetersedaon  Sumber O\ar‘a foratue fag;(.ta;
harus  Boprmalkan  Gpaya had  Aang  h harapran

bica vmm}mai-

2. Bagaimana sumber pendanaan dalam proses program kebijakan
sertifikast bagi guru?
Sumber  fenBupaan k@b.jm:an §(rt\'fr‘r~0€{ Sebaikmyo Hmonitor

Oleh  pemermian  fusat

3. Apakah sarana dan prasarana yang ada mendukung
implementasi kebijakan sertiftkast guru?
garaﬂa )/* Frmarcma \fay\ﬁ OAC\ bZ(UM CUKUP

mendueung  kebijaran  Cechflkas  Gury -

4. Apakah sumber daya yang ada mendukung implementasi

kebijakan sertifikast guru? @U\(
ot

« .
Sumger Aar‘a ~tang  ada mendukung Implementag
kehjaran  Cerep  Cerhp kas gura dem opt malicas

\einerja quru

5. Bagaimana peningkatan kualitas dan profesionalitas guru
dengan adanya kebijakan sertifikas: guru?

Chawsnya  dengan  feméesan ebijakan  Sechfkah  guru

L . [ 5 |‘f
Aivntarg  dengan  ferngratan boaktar ) Profemonali toc

guru  Elua dg  Tugas 14N Xembannyon .
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6. Bagaimana pendapat bapak/ibu bila guru mengajar tidak sesuai

dengan latar belakang pendidikannya?
Berareh bahrat Tl ~ang Sesungquhny a tedar bisa
teccampaican  Cetaca  MasIMal Selhay viNYa Arsecumrccn

Ule'ﬂﬂar\ [atar &(aumg rewd;d‘.‘tannﬁ*

7. Bagaimana dengan tunjangan profesi sebagai konsekuensi dari

profesicnalitas bapak/ibu?

Selucutnya  Puojangan  Yoofts tenjal  femaco  Cemangat

Poc pendid (& Uk Meningatkan  f rofee ona lign e .

8. Bagaimana prestasi peserta didik bapak/ibu?

Peatas merera  faenusjurcan  prestan banx

9. Permasalahan apa saja yang muncul dalam pelaksanaan
sertifikasi dan bagaimana solusi yang diambil dalam menjawab

permasalaban tersebut?
Pzrmam!ginan Comore 4urd tetap

Sel?ai\cnfa Xinerjuy  guru fef@f’ d“UUUO@ 9" Snzwa\uah
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c¢. Komunikasi dan koordinasi antar lembaga pelaksana

I. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang pelaksanaan /
implementasi  kebijakan sertifikasi guru di  Kabupaten
Sumbawa?
Pelacsavaannya  Infprmas org Bpecolelh  Quru  Sering

laméan .

2. Bagaimana proses komunikasi antara pimpinan dan pelaksana

kebtjakan sertifikasi guru selama ini?

Prosec proses komonikao  bonic

3. Bagaimana koordinasi bagi pejabat-pejabat atasan (sebagai
pembuat kebijakan) dalam menginterpretasit tujuan dan manfaat

program sertifikasi guru?

Kovtdwag ba

4. Bagaimana koordinasi antar lembaga yang kompeten dalam

pregram tersebut? SN

\coorditae  bae

5. Bagaimana akses bapak/ibu dalam proses sertifikasi?

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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6. Bagaimana akses guru terhadap informasi dalam rekrutmen

calon penerima sertifikat pendidik.

axsesoya  Sangar  bow

7. Bagaimana akses guru terhadap informasi pendanaan

pelaksanaan sertifikasi.

d. Karakteristik badan pelaksana

]. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang sikap para pelaksana

kebijakan sertifikasi guru selama ini?

caP  pelorsma  kebsjaran lumayan  Gaic -

2. Apakah menurut bapak/ibu sikap aparatur pelaksana kebijakan
sertifikasi guru cenderung tidak bertanggung jawab dalam

ptlaksanaan kebijakan?
Mmenourot SO\(a Merexa Melaxcanaran ’(Ugar

SUESVoN Tugas nye

3. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap para pelaksana dalam

memberikan pelayanan dalam memperoleh sertifikasi?
mach  Perlu pelayanan MC\cs;ma( techadof

\Wneormos 9alam  tremferoleh  Serhfkas
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. Apakah dalam menjalankan kebijakan, para pelaksana sudah

berkcordinasi baik secara vertikal maupun horisental?

P

Apakah tingkat koordinasi dan tingkat pengawasan dalam

pelaksanaan sertifikasi guru sudah berjalan dengan baik?

Na

e. Kondisi sosial, ekonomi dan politik

L

Apakah ada bentuk dukungan dari individu, organisasi lain baik
eksekutif maupun legislatif atau komite terhadap sertifikasi

guru?

Na

Bagaimana bentuk dukungan finansiasl dari lembaga pelaksana

terhadap sasaran kebijakan (guru) ?

—

Bagaimana dominasi keputusan politik terhadap kebijakan

sertifikasi guru?
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f. Kecendrungan implementor

1. Apakah ada penyimpangan —penyimpangan yang dilakukan oleh
implementor dalam mensiasati berbagai persyaratan yang telah
ditentukan dalam pelaksanaan sertifikasi guru?

Lidate  ado

2. Apakah dalam penyampaian bahan kelengkapan sertifikasi
sering dijumpati adanya penyalahgunaan wewenang dengan cara

memberikan kemudahan kepada guru-guru tertentu?

e adn
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16/41724.pdf

PEDOMAN WAWANCARA

I. I.embaga Pembuat/ Pelaksana Kebijakan :

A. ldentitas

Nama AKUTZ\&} [\(ﬂﬂ.—-{ le L

Umur : 42 Tt

Jabatan :Kﬂ\f‘) [Dlxlm”K ﬂwf

Alamat : [)U\)ﬁ\g D[LO'\)P}[’

B. Daftar Pertanyaan :
a. Ukuran — ukuran dasar dan tuiuan —tujuan kebijakan
1. Sejauh mana tujuan dan manfaat kebijakan sertifikasi guru telah

terealisasi batk dari kuantitas maupun kualitas.

2. Apakah para implementor/ pelaksana sertifikasi guru dalam
menjalankan program sudah sesuai dengan ukuran dasar ?
fageop Haluw, odall, -

-Uu W0 (4 Hw 200C Le/-{'cuﬁ; o don Dosen, |
“ferwica Ll ¢ w0 (3 200} ‘L%HM'S Setrfi <ok’
Gon Jln 5(,&04,%

- ferabo, femsrin i U Ko, 74 Hm 268 LE"F‘T G
YIRS bt o okl kil prifesion.d
d"—\y% hfis gy i L Vg e, M&‘&“ﬂé“f\
egeibbe, | mAdl . wemly s g, ) Wil gy

LWl por aaden { ety Gce Corand, mwwﬁ
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b. Sumber —sumber pendukung pelaksanaan kebijakan
} Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap keterse”‘aan sumber

daya baik aparatur pelaksana kebijakan maupun fasilitas sarana

prasarana pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru?

MEATaCy bpe( 20 doretr (_QL,_QJQMC, Mﬁ(a%‘ Jor Safdu, {4
bolan &lbalany (ebomrpn prwbeba, it e a0

ﬁ:{"h?a%.wm {2rtn 0(-“54 plen, Qo Cnbing .
poan fus codond, e bibasis &, (ks F 1 Py 1ptn”
i, V\—qu?-,f prtovng (T L‘”‘"’"‘(/-
2. Bagaimana sumber pendanaan dalam proses program kebijakan

sertifikasi bagi guru?

e Perdavpo dolos l% Surh kasgy

bur 15 2 Daguider ol At orm &P &

e e
3. Apakah sarapna dan prasarana yang ada mendukung
implementast kebijakan seriifikasi guru?
Larveqn Aa., profoving (g 6a Sowt u,.7
So”f‘4 Nwﬂu‘w«f (eleles omnc, Cohi leats
Gore & ek ety Soadony

4. Apakah sumber aaya yvang ada mendukung implementasi

kebijakan sertifikasi guru?
Surde 2000wy Lirieds 0 Sovgad fomag J,er{%q‘f
i g o, g Sudal 5 (AL, s g
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5. Bagaimana peningkatan kualitas dan

dengan adanya kebijakan sertifikasi guru? .
SAL sk putiorabe, Suts R Mﬁ

dofe, vy Ptk G

profesionalitas guru

6. Permasalahan apa saja yang muncul dalam pelaksanaan
sertifikasi dan bagaimana solusi yang diambil dalam menjawab
permasalahan tersebut?

Cobom perthnstr, womcde, frlin gubing |

MW{/‘ 4—:6{(’%\,{ /A’[ve_tcr% § ol VU,

O ferotol |Gob vy adr, g pugal (o a/ AUl |
i%a;,w. e T prort

Kdmunikasi dan koordinasi antar lembaga pelaksana
1. Bagaimana

C.

pendapat  bapak/ibu

tentang pelaksanaan /
implementasi  kebijakan

sertifikasi  guru di  Kabupaten
Sumbawa?

2. Bagaimana proses komunikasi antara pimpinan dan pelaksana
kebijakan sertifikasi guru selama in1?

Prises vy &6 Wholss ey (on

— Mdhke parteinns | popt g bertch dugn Suif
— Mude hgns S b polosyt
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3. Bagaimana koordinasi bagi pejabat-pcjabat atasan (sebagai
pembuat Kebijakan) dalam menginterpretasi tujuan dan manfaat

program sertifikasi guru?

4. Apa bentuk komunikasi yang dilakukan dalam implementasi

sertifikast guru sampai kepada sasaran (guru) ?

— Mdsbule, FoE b gk, v
— Mldak, Tk bﬁ%« b [elon p T blag

ﬁ Berapa kali sosialisasi teknis dilakukan sampai dengan -

terdatanya dan terlaksananya sertifikasi guru?
Casialiseg /L‘me@ S serf Apdhila

6. Apakah ada guru yang meminta klarifikasi tentang hal-hal yang

berkaitan dengan sertifikasi protesinya?
Koo, Schep bt fabrbs  Chabs L%m,
borylt S, Aoty trriniy A F e

7.} Bagaimana koordinasi antar lembaga yang kompelen dalam

program tersebut?
B g,
- Sk pegun),
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d. Karakteristik badan pelaksana
}. Apakah dalam menjalankan kebijakan, para polaksana sudah

berkoordinasi baik secara vertikal maupt.; horisontal?
Hna J/g,‘ d"u—.&,
2. Apakah tingkat koordinasi dan tingkat pengawasan dalam

pelaksanaan sertifikasi guru sudah berjalan dengan baik?
[ Sungat oot Ada Sl [Fpds ety
Ws s ltnlicn Supes beetdugeon v, St dugs
b b bgse, dmgn brbontivs, dey gy omg
c. Konggﬁﬁiél,mm% i o e bk,
1. Apakah ada bentuk dukungan dari individu, organisasi lain

baik eksekutif maupun legislatif atau Kkomite terhadap

sertifikasi guru?

k}‘L % I

2. Bagaimana bentuk dukungan finansiasl dart lembaga pelaksana

terhadap sasaran kebijakan (guru) ?

i Lia b, Ao b g, gl /&’\’CYD‘

3. Bagaimana dominasi keputusan politik terhadap kebijakan

sertifikasi guru?
P%L;ana«, Sarhg,\[c,& Gure Kad, s & Aoss vata
bl foyetvsa patfly, Cabm Onting Sougck
LMM%\/ ML, o ta, ’

s Wk 5(”% ?Ma%kf\«,f
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f. Kecendrungan implementor
I. Apakah ada penyimpangan —penyimpangan yang dilakukan
oleh implementor dalam mensiasati berbagai persyaratan yang

telah ditentukan dalam pelaksanaan sertifikasi guru?

Donga, bongu Gflen, salig, bala Ya’fxﬁ
T oo g o,

2. Apakah dalam penyampaian bahan kelengkapan sertifikasi
sering dijumpail adanya penyalahgunaan wewenang dengan

cara memberikan kemudahan kepada guru-guru tertentu?

Cshio Gad:g o 85 quntis, KLl dopet

1 ) )
ool 1< (M‘b g bl G ?}r‘z l”"%b"
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PEDOMAN WAWANCARA

I. Lembaga Pembuat/ Pelaksana Kebijakan :

A. Identitas

Nama Drs - M-'TW Mg

U ys U

Jabatan ks PMPTIC Sma /MK
Al Dinns Dukcuss [cad - Gutbarrt

B. Daftar Pertanyaan :

a. Ukuran — ukuran dasar dan tujuan —tujuan kebijakan

1.

2.

Sejauh mana tujuan dan manfaat kebijakan sertifikasi guru telah

terealisasi baik dari kuantitas maupun kualitas.

LT I I

Apakah

menjalankan program sudah sesuai dengan ukuran dasar ?

LA

para implementor/ pelaksana sertifikasi guru dalam
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b. Sumber —sumber pendukung pelaksanaan kebijakan
1. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap ketersediaan sumber
daya baik aparatur pelaksana kebijakan maupun fasilitas sarana
prasarana pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru? porntle
. /kw{.
W Gamrrn grasamen sl
] " M‘.&:/t\ Satind
! gl VRO ou /‘”\L Mk%
ittt ip +hn B Ghalod, | ix P Annai A,
. Bagaimana sumber pendanaan dalam proses program kebijakan
sertifikasi bagi guru?

bacbmnkone Dot APEH

3. Apakah sarana dan prasarana yang ada mendukung

implementasi kebijakan sertifikasi guru?

. Apakah sumber daya yang ada mendukung implementasi
kebijakan sertifikasi guru?

o o R
o el Seefrpdens” YT
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5. Bagaimana peningkatan kualitas dan profesionalitas guru

724 pdf

dengan adanya kebijakan sertif' ka51 guru? t’&j

(WLWM

6. Permasalahan apa saja yang muncul dalam pelaksanaan
sertifikasi dan bagaimana solusi yang diambil dalam menjawab

permasalahan tersebut?

- Masalab DUPTE | G Al

MUPTIc  Tdts At ML vleA

PR iy Aoy

¢. Komunikasi dan koordinasi antar lembaga pelaksana
|. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang pelaksanaan /
implementasi  kebijakan sertifikasi guru di Kabupaten

Sumbawa?

Shde oha trnarslt,

2. Bagaimana proses komunikasi antara pimpinan dan pelaksana

kebijakan sertifikasi guru selama ini?

Ewl}ﬁr— {e
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3. Bagaimana koordinasi bagi pejabat-pejabat atasan (sebagai
pembuat kebijakan) dalam menginterpretasi tujuan dan manfaat

program sertifikasi guru?

NN %@M(ww) Ao ypg 0

el WO S '6‘ Vi
& kbl wc Z4 wuca—\ /éu,y;”c,

)(»@«-va Fd,!-fC\ Ul
4. Apa bentuk komunikasi yang dilakukan dalam implementasi

sertifikasi guru sampai kepada sasaran (guru) ?

Bacsncmd  fon Qe - Shembn by \QAI»—-ﬂqu-
AT Calo padCe VA

5. Berapa kali sosialisasi teknis dilakukan sampai dengan

terdatanya dan terlaksananya sertifikasi guru?

7 ey

6. Apakah ada guru yang meminta klarifikasi tentang hal-hal yang

berkaitan dengan semﬁkasl profesinya?
A T G Y Thoke  fohrns iamny
Pk RofTloe U &

7. Bagaimana koordinasi antar lembaga yang kompeten dalam

program tersebut?

b, Gt | W Tew T Fem T~
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d. Karakteristik badan pelaksana
1. Apakah dalam menjalankan kebijakan, para pelaksana sudah

berkoordinasi baik secara vertikal maupun horisontal?

Srfal

2. Apakah tingkat koordinasi dan tingkat pengawasan dalam

pelaksanaan sertifikasi guru sudah berjalan dengan baik?

Cprdads

e. Kondisi sosial, ekonomi dan politik
I. Apakah ada bentuk dukungan dari individu, organisasi lain
baik eksekutif maupun legislatif atau komite terhadap

sertiftkasi guru?

1‘//—9\%"{‘“"7‘-“ Rn n AYHD Aol
WG\MM

2. Bagaimana bentuk dukungan finansiasl dari lembaga pelaksana

terhadap sasaran kebijakan (guru) ?

Ol

3. Bagaimana dominasi keputusan politik terhadap kebijakan

sertifikasi guru? -

W%MW&“ (Q’\VMW
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f. Kecendrungan implementor
. Apakah ada penyimpangan —penyimpangan yang dilakukan
oleh implementor dalam mensiasati berbagal persyaratan yang

telah ditentukan dalam pelaksanaan sertifikasi guru?

T dde AL

2. Apakah dalam penyampaian bahan kelengkapan sertifikasi
sering dijumpai adanya penyalahgunaan wewenang dengan

cara memberikan kemudahan kepada guru-guru tertentu?

Tdoade  afa
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